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ABSTRAK

Auliya Nuur Syahdinah. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 TentaKgwasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran
Jaya Sumitra Skripsi, Pembimbing: Dwi Arini Zubaidah, M.H., pada
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyas
Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

Perlindungan terhagb hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang
sehat menjadi salah satu tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun,
implementasi peraturan ini di RSUD Pangeran Jaya Sumitra mesighadapi
berbagai kendala, terutama dalam menekan angka pelanggaran terhadap larangan
merokok. Upaya menciptakan kawasan bebas asap rokok di rumah sakit merupakan
bagian dari tanggung jawab negara dalam merealisasikan hak atas kesehatan yang
dijamin olehkonstitusi dan peraturan perundamgdangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode
penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi
langsung, wawancara mendalam dengan pihak rumah sakit, masyarakat, dan
pelanggar kawasan tanpa rokok, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif
kualitatif dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman,
yang meliputi aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam
masyarakat.

Hasil penelitian menupnkkan bahwa secara substansi, Peraturaaréh
telah mengatur secara jelas larangan dan sanksi terhadap pelanggaran kawasan
tanpa rokok. Namun, pada aspek struktur hukum, pelaksanaan peraturan di
lapangan belum berjalan efektif. Hal insdbabkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia dalam pengawasan, tidak adanya petugas khusus yang ditugaskan secara
intensif, serta lemahnya penerapan sanksi. Pada aspek budaya hukum, kesadaran
masyarakat terhadap larangan merokok di rumah sakit masitahrerydng
tercermin dari perilaku merokok secara sembs@ynbunyi atau di area tertentu
yang dianggap aman dari pengawas@teh karena itu, untuk meningkatkan
efektivitas pelaksanaaperaturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 tentang Kawasaranpa Rokoldi RSUD Pangeran Jaya Sumitra diperlukan
penguatan pengawasan, penerapan sanksi secara konsisten, dan intensifikasi
sosialisasi kepada masyarakat.
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MOT O

Esok aku akan kembali bangkit,

dengan kebahagiaan yang lebih cantik dari bulan sahit

-Fatima Musawa-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -INDONESIA

1.
2.
3. 9
4. 2
5. 6
6. M
7. ©
8. b
9. M
10. p
11. C
12. E
13 €
14. J
15. K
1. Vokal

Ts

Kh

Dz

Sh
Dh

16. A Th
17. [ Zh
18. U W
19. M Gh
20. P F
21. ® Q
22. W K
23. b L
24. a M
25. N
26. M W
27. 1 H
28. W
29. p Y

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal

Arab

)

Ilg

Tanda Vokal Keteranaan
Latin )

A Fathah

| Kasrah

U Dhammah



Kata Sandang: Contolffbgt Xal-rijal bukan asijal, (afs@al-diwan bukan

ad-diwan

Syidah: Misalnya, katalful| Kptidak ditulis adhdhartrah melainkan -al

dhardrah, demikiaseterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Tanda Vokal Keteranaan
Arab Latin °
p. Ai adani
M au adanu

2. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

dilambangkan dengdmarakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
i) a a dengan topi di atas
cI i i dengan topi di atas
H2 a u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah
maupun hurufkamariah. Contoh: aijal bukan asrijal, al-diwan bukan ad
diwan.

4. Syiddah (Tasydig

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tandadalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini
tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata
sandang yang diikuti oleh hurtiiruf syansiyah. Misalnya katdl{p m DitlalOF
ditulis atdhardrah melainkan-ahardrah, demikian seterusnya.
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5. Tad6 mar b%t hah
Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbdthah terdapat pada
kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/
(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbathah
tersebut diikuti oleh kataifat (h a){lthat contoh 2). Namun, jika huruf ta
marblthah tersebut diikuti kata bendani, maka huruf tersebut dialih

aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara

1. A Tharigah
Al-Jamdb a h a

2 U TaL et Islamiyyah

3. [T M Wahda atWujad

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahbmkonesia, antara lain untuk
menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama
diri, dan lainlain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan hurudtaua
kata sandangnya. Contoh:@hazali bukan AlGhazali, alBanjari bukan Al
Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya
ketentuan mengenai huruétak miring {talic) atau cetak tebab¢ld). Jika
menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk naraiama tokoh yang berasal
dariNusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamdhlahnbani, tidak
0 A b éSanaat aPalimbant; Nuruddin aRaniri, tidak NGr alDin atRaniri.
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7. Cara Penelitian Kata
Setiap katabaik kata kerjaf( i), &Gata bendaigm), maupun hurufi(arf)
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat

kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab Alih Aksara
IR kM dzahaba alistadzu
e X tsabata ahjru
UPOh AR al-harakahab as hr i yy:
Zoii® ZYCLY asyhadu an la ilaha illa Allah
BB obHB mawlana Malik alShalih
QT yuobtsirukum Al
UPRELKSFHE al-mazhéhirab aql i yya
st SR hubali stit hl ©6
£ #E25 U R hayawgrl;méddah amas hn %06 al
SYREP-A tharfat6 ay n i
UK ﬂ' HE thaLﬁqa:;lll-musélhamah, man  sala

A LtheB mansalaka tharigan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tumbuh kembangnya suatu
daerah. Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai peraturan hukum yang
mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Hukum dan malalsia
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahKaclonesia masih berjuang untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, salah satu tolak ukur kesejahteraan
bangsa adalah dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, semakin sehat individu
suatu bangsa akan berdampak baik pada generasi yang mendatang.

Kesehatan adalah hak setiap orarajg harus diwujudkan sesuai Pasilza
dan UndangJndang Dasar 194Pasal 28H ayat j1lUUD NRI 1945 mengatur
bahwa:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yangikbdan sehat serta berhakemperoleh
pelayanan kesehataeperti yang dinyatakan dalaomiversal Declaration of
Human Right§bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang

layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk Haknentiapatkan

L Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putr a,
Terhadap Pengguna Vape ( Rok oKkurnBllSeryatKenicang Di Kab
Sat u. : Di nami k a Ma s al ahl, nduk u20 Juhia 2020)Readi | an

https://doi.org/10.32493/[dmhkdmhk.v11i1.5613.
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makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hak untuk hidup
sehat adalah hak asasi manugia.

Zat adiktif merupakarzat yang menimbulkan kecandudan berdampak
buruk bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu produk ysggmadeng zat
adiktif seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar yang dapat merusak *ubuh.
Merokok bagi generasi muda sudah menjadi simbol kebanggaan atau kedewasaan.
Kini bukan hal baru jika generasi muda merokok dan kecanduan tékeiokok
merupakan Halumrah di sekeliling kita bahkan terjadi dalam potret kepatu
masyarakat di seluruh durfia

Kebiasaan merokok masih menjadi salah satu penyumbang utama tingginya
angka penyakit tidak menular di Indonesia, seperti penyakit jantungpaarudan
kanker. Lebih dari itu, paparan asap rokok juga membahayakan perokok pasif, yang
tidak secara langsung mé&ammsumsi rokok, namun tetap menerima dampak negatif
dari lingkungan sekitarnyaGuna menjaga masyarakat dari dampak buruk asap
rokok, Pemerintapusa maupun daeratelah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) melalui regulasi formal.

2l snanto Bidja, iPel aksanaan Peraturan Daer

"Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (31 Maret 2021): 114,
https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381.

SD. Mc Ardl e dan Z. Kab i 4ree HodpitapCampueint i ng a
Il rel and: L e s"kish daurnal ef Medical Gcieatel87, no. 2 (Mei 2018): 2,
https://doi.org/10.1007/s11848. 7-1659z.

‘Fauzul Al i war man dan Eko Wahyudi, AThe Ef
| mpl ementation I n UPN (2DMgl.erand of East Javao

5 Arlian Thasa MaulinaDkk, fil mpl ement as i Kebijakan Kawas:
Di Kant or Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Ban



KTR adalah area tertentu yang dilarang untuk aktivitas merokok, produksi,
penjualan, dan iklan rokok, sebagaimana telah diatur dalam Uitdlaaeng
Nomor 36 Tahun 2009 temtg Kesehatan serta diperkuat melalui Peraturan Daerah
di masingmasing wilayah. Pemerintah Kabupaten Kotabaru merespons hal ini
dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari Perda ialahduntuk melindungi
masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan lingkungan yang sehat dan
bersih®

RSUD Pangeranaya Sumitra sebagai satatuny rumah sakit rujukan
utama di Kabupaten Kotabaru miika peran strategis dalanmplementasPerda
tersebut. Rumah sakit seharusnya menjadi kawasan yang sepenuhnya bebas dari
asap rokok karena berkaitan langsung dengan upaya pemulihan pasien dan
perlindungan terhadap tenaga kesehatan serta pengunjung. Dealatordh
tersebut disebutkan bahwa rumah sakarus menyediakan rambu larangan
merokok, tidak menyediakan tempat menjual rokok, serta melakukan pengawasan
terhadap pelanggaran aturan KTR.

Namun dalam realitasnya, penerapan kebijakan tersebut di RSUD Pangeran
Jaya Sumitra masih menyisakan sejumlarsqean. Beberapa temuan lapangan
menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai, maupun pengunjung rumah sakit

yang merokok di area yang semestinya steril dari asap rokok, seperti dirsekitar

6 ¢Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 T20d6 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok .



inap, area parkir, bahkan dekat ruang tunggu. Hal nm@nunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan.

Efektivitas suatu PeraturanaBrah tidak hanya bergantung pada isi aturan
itu sendiri, tetapi juga pada aspek sosialisasi, pengawasan, sanksi, dan kesadaran
masyaakat. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran serta lemahnya
pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan terhadap
aturan. Tidak adanya petugas khusus untuk memantau penerapan KTR serta belum
optimalnya peran manajemen rumahisdilam menginternalisasi kebijakan ini
kepada seluruh pihak yang ada di lingkungan rumah sakit turut memperburuk
situasi.

Penting untukmengkajiEfektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 tentakawasan Tanpa Rokok di RSUD Pargge Jaya
Sumitra, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalakéadalakendala
yang dihadapiserta bagaimana informadari pihak rumah sakit, pasien, dan
pengunjung terldap pelaksanaan KTR. Hasil dgenelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran faktual sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan implementasi KTR,
khususnya di fasilitas pelayanan d&katan. Sudah banyak sekali yang
menyampaikan perihal bahayanya meagp rokok, sehinggdiharapkan dengan
adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mampu memberikan
peringatan kepada para perokok aktif supaya lebih tau waktu dpattdimana

mereka dapat merokok.



Menjadi masalah bagi kita semua jika Peraturan Daerah Kawasga T
Rokok sulit untuk diterapkan, dikarenakan sulithya menghilangkan kebiasaan
merokok ditempat umum khususnya di Kawasan Tanpa Rék&éntuk sanksi
yang masih bersifat umum dan tidak terukur, nantinya akan berdampak pada
kemungkinan pelakunya bebas sepenuhnya dari hukum. Pihak yang berwenang
dalam menegakkan sanksi juga tidak diatur secara jelas, sehirkggawdiian hari
dikhawatirkanpenafsiran aturan yang ada akan berbeda tergantung kepentingan
yang melatarbelakanginydeeran aktif masyarakat di lingkungan sekitar sangatlah
penting dalam meningkatkan kemungkinan kiehsilan implementasi, dan sesuai
dengan ituWHO menyatakarbahwamdibatkan masyarakat sipil adalah kunci
untukmencapai peraturan yang efeRtif.

Keberhasilan peraturan daerah ditandai dengan semakin banyaknya
partisipasi masyarakat dalam penerapannya serta kepatuhan dan mampu melakukan
kontrol sosial terhadap upaya mewdikan Kawasan Tanpa Rokok, yang dimaksud
masyarakat disini adalah seluruh warga negara baik perseorangan maupun

kelompok bahkan anggota SKPD dan Pemimpin/Penanggung Jawab Kawasan

"Yanxi a Weiluatibrk df the Efféctivenass of Comprehensive Srrglee
Legislation in I ndoor P u b I"linternatibnalaJownal ofi n Shang
Environmental Research and Public He&ltH6, no. 20 (21 Oktober 2019): 9,
https://doi.org/10.3390/ijerph16204019.

8Al i warman dan Wahyudi, AThe Effectiveness
In UPN 6Veteran6é of East Java, 0 3.

°Nienke W Boderie dkk., AfAssessi-hrege Publ i c
Policies beyondtnclosed Public Places and Workplaces: Protocol for a Systematic Review and
MetaA n a | yBMJ ©penll, no. 2 (Februari 2021): 2, https://doi.org/10.1136/bmjepen
2020:040167.



Tanpa Rokok di Daerah masingasing' ® Oleh karena itu, Penanggung
Jawab/Piminan bisa mengkoordinasikantuk tefaksananya Peraturan Daerah ini
salah satunya dengan melakukan korkasit
Peneliti mel&aukan wawancara awal kepadaf $e@layanan dan Informasi
RSUD Pangema Jaya Sumitra dengan inisial Eesimpulan dari waancara
tersebut yaiturumah skit sudah menerapkan PerddK secara intensif dan
sosialisai selalu dilakukan, dan sanksi sudah diterapkan terhadap pelanggar
Rumah sakit mempunyai bidangtpgas khusus atau PKRS tetapi tidak ada SDM
nya jadi hanya satparyang bertanggung jawab atas pengawasan. Kekurangan
sumber daya manusia dan lingkungan rumah sakit yang terbuka menjadiagala
kendala dalam penerapaarBa tersebut.
Kemudian informasi juga didapat dari petugas parkir RSUD Pangeran Jaya
Sumitra (Pelaggar KTR) dengan inisial S yang menyatakan bahwa:
ASaya mengetahui bahwa rumah saki
Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang

merokok. Makanya saya merokok disini dan saya juga tidak pernah
kena teguran makaadr i itu sayad?tetap merokok

Kemudian informasi juga didapatkan dari pendamping pasien yang sedang

merokok di samping ruang rawat inap dengan inisial W yang menyatakan bahwa:

1%Andi ka Mayansara Saboli, La Banudi, dan S
Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Raokakhdi
Saki't Umum Daer athe aKdtha | Kd mod anmait ,i @lh.no. 2 Bur nal Pe
Desember 2019): 169, https://doi.org/10.36990/hijp.v11i2.129.

nisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Prikatiparu,
24 Januari 2025.

I ?Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara PribKdigbaru,24
Januari 2025.



ASaya sudah tahu rumah sakit ini me
tetapi sayanerokok kan tidak didekat pasien dan lagi pula disini

tidak ada tulisan dilarang merokok, saya tidak pernah melihat ada

yang patroli keliling untuk mengamankan orang yang merokok. Jadi,
menurut saya tidakagapa mer okok sel amad® ti dak

Melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui
penyebab terjadinya pelanggaran. Hulditetapkan guna menertibkan masyarakat
harus disosialisasikan secara jelas agar masyarakat memahami dengan baik
ketentuan yang berlaku, termasuk |@yam serta sanksi yang telah diatur secara
tegas dalam peraturan tersebtiPengawasan penerapan Peraturan harus dapat
dipertanggungjawabkai?

Merokok itu banyak mengakibatk&emudaratan bagi diri sendiri, orang
lain, maupun hgkungan. Rkok mengancankesehatan perokok aktif maupun
pasif! °dampak buruk teddap kesehatan ialah menjadi sekabker, penyakit
jantung, partparu, dil. Dari perspektif hukum islam, kebijakan kawasan tanpa
rokok juga dapat dianalisis melali kaidsddd azz a r jyaita rhenutip jalan yang

dapat mengarah pada kemudaratan. Oleh karena itu, pelarangan merokok di fasilitas

I 3Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Prib&dijabaru,24
Januari 2025.

%udha Prasetiyo, il mpKampaemindagriHiifNemoat ur an D¢
5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada
Tembil ahan Menur ut RUnivessias lslam Negef Sutiah Syarif Kasim a h 0
Riau, 2023), 10.

!Dadang Supriatna, fAEvaluasi Penegakan Pera
KawasanTanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109
Tahun 2012 di Kantor Satuan Pol i si Plarmtebng Pr aj a
Tatapamong29 Maret 2019, 12, https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1il1.1142.

16we i Du dkk., AfAttached Smoking Room Is a
Nonsmoking Areas, 0 ed. IndodrAih2020Q (14 Bebruaft 2023): &, Or i s a k"
https://doi.org/10.11%/2023/7290742.



umum seperti rumah sakit adalah bentuk preventif untuk menjaga keselamatan jiwa
(hifz aknafs) yang merupakan bagian dari tujuan utama sygmnaaqasid
s y a ).} 18ahini sejalan dengan firman Allah SwialamQ.S. AFBagarah/2:195
. 1 . , g ( . I
o N bt of Ter's xR Sevud v why
| ;
o bBE
fiDan infakkanlah (hartamu) dijalan Allalidan janganlah kamu jatuhkan
(diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat
baiklah. Sungguh, Allah menyukai oraogang yang berbuat baié? ¢
Makna ayat diatas yaitu mengajak umat Islam untuk berinfak di jalan
kebaikan seperti jihadsedekah, dan membantu sesama. Kemudian, larangan
menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, kebinasaan disini diartikan sebagai
akibat dari meninggalkan infak atau perbuatan baik dan juga tindakan yang
membahayakan diri sendiri. Makna selanjutnya yaitu anjumtuk berbuat baik
dalamibadah maupun hubungan soskyat ini mengajarkan kita untuk menjaga
kesehatan, menganjurkan pengeluaran harta di jalan yang bermanfaat, karena
membeli rokok justru termasuk membelanjakan harta untuk sesuatu yang merusak
keselatan, baik pribadi maupun orang lain.
Dan juga firman Allah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Q-S. Ar
Rum/30:41
PN a - ~ g N ¢ 1
(Bavetn o5y BuBaR i o deebie 8- Aot
| 1
1B

1 7’Abdul Wahhab Khallafiimu Ushul Figh(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 197

1% Qur 6an Kemenag, 0 diakses 2 Maret- 2025,

ayat/surah/2?from=195&t0=195.

ht



ATelah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan
manusia, Allah menghendaki agar merekeerasakan seb@n dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lgehdr)
Perokok aktif tidak mempunyai hak untolerugikanatau membahayakan
kesehatan orang lain melalui aktivitas merokS&baliknya, pasien yang berada
dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan
dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rékekikian pula, tenaga
kesehatan dan karyawan rumah sakit berhak untuk bekerja di lingkungan yang sehat
dan aman dari paparan asap rokBkrdasarkan latabelakang masalah ditas
penulisterdorong untuk nrggkaji dan meneliti permasalahan ini lebih lamjalam
bentuk skripsi dengan juduif Ef ekt i vi t as Peratur an Dae
Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokokli RSUD
Pangeran Jaya Sumitra .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uran latar belakang msalah tesebut makayang menjadi
rumusan masalah dalam penelitiansebagai berikut:
1. Bagaimana fektivitas Peraturan Daerah Kabupat€otabaru Nomor 19
tahun 2015 d@ntang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya
Sumitra?
2. Bagaimana Sumber Dayslanusiaterkait dektivitas Peraturan Daerah

Kabupate Kotabaru Nomor 19 tahun 20lntang Kawasan Tanpa Rokok

di RSUD Pangeran Jaya Sumitra?

1% Qur 6 an Kekses 8 Bayet 2025dhittps://quran.kemenag.go.id/quran/per
ayat/surah/30?from=41&to=41.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkamumusan masalah di atas, makeng menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui Efektivitas Rauran Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran
Jaya Sumitra.
2. Untuk mengetahuSunber DayaManusiaterkait Efektivitas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok dRSUD Pangeran Jaya Sumitra.

D. Signifikansi Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
b. Selagai bahan kajianbagi instansi terkait guna meningkatkan
efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengembangkan
proporsi fakta lapangan dan kandungan dalam aturan yang berlaku.
2. Secara Praktis
a. Sebagai kontribusi dalam menambidiasanah keilmuan dacakrawala
pengetahuan Fakultas Syariterkhusus jurusan Hukum Tatadéra

dan mahasiswa serta masyarakat.
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b. Sebagai bagian dari tugas akhir kuliah untuk memperoleh ggrjana
Hukum S1 Hukum Tatadlgar a pada Fakul tas Syar:i

Islam NegeriAntasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional
Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini tdak
terjadinya kesalahpahamamtuk menghindari kesalahan dalam memahdan
untuk mempsgelas maksud judul penelitian, maRanulis menberikan penjelasan
singkat sebagai berikut
1. Efektivitas
Efektivitas merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Suatu kegiatan dikatakan efektif
apabila tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya dapat stesuai
dengan yang diharapkdfd Maksud dari Efektivitas disini yaitu Efektivitas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentaragdtaw
Tanpa Rokoldi RSUD Pangeran Jaya Sumitra
2. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturarupgangundangan yang ditetapkan
oleh DPRD dan kepala daerahsdiatu daerah. Sebagai peraturan terendah dalam
hieraki peraturan perundangndangan. Akan tetapi, dare@ materi muatan,

Peraturan Reah memiliki tanggung jawab yang banyak dalam pelakseryaa

2Muhammad Akbar Lewar, fAEfektivitas Perda N
Tanpa Rokok di Kota Batam (Studi Kasus Rumah Sa
t.t.), 13.
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Peraturan Daerah yang dimaksud disadalah Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu ruangan atau area yang
ditetapkan sebagai wilayah yang dilagaintuk melakukan aktivitas merokok, serta
kegiatan yang berkaitan dengan produk tembakau, seperti memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
F. Penelitian Terdahulu

Ada beberaphasilpenelitian terdahulu yang dijadikan acuan referensi oleh
penulis untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini sebagai sebuah
perbandingan, dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Berdasarkan hasil
penelusuran yang penulis lakukan terdapat péselgerupa dengan penelitian
penulis yang berjuduii Ef ekt i vi tas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawsan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran
Jaya Sumitra 6 Meskipun hampir sama tetapi terdapat perbedaan, untuk itu penulis
mengemuka&n beberapa penelitian yang berkaitan atau menyingtgrhgdap
permasalahan yang samsebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim jurusan Hukumtal &Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun
2023 denganudul i I mp |l ement asi Peraturan Daer a
Laut Nomor 7 Tahun 2018 TeAdapamg Kawa

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini memilih

2fPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
Tanpa Rokok. o
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lokasi seKabupaten yangalam Perda ini KTR diterapkarmerbedabeda
tempmt dan Kecamatan, sedangkan Penulis berfokus di RSUD Pangeran
Jaya Sumitra. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
penulis bahas yaitu terkait Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR).2 2

2. Skripsi yang ditulis oleh Yudha Prasetiyorusan HukumTata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau tahun 2023 dengan judull mp htasirReraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Rumah Sakit Umum DadraPuri Husada Tembilahan menurut Figh
Si y a Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
terdapat pada lokasi penelitian, peraturan daerahnya, dan penelitian ini
dilihat dari sudut pandanfggh siyasahsedangkan penelitian penulidak
kemudian terdapat perbedaan pula dalam pencantuman rumusan masalah.
Sedangkan persamaannya yaitu saar@aa meneliti mengai Kawasan
Tanpa Rokok yang térapkan di Rumah Sakit Umum DaerdHasil dari
penelitian ini yaitu belum terimplementasi secpemuh terutama dalam
pengawasan, masih banyak yang meroko&réa rumah sakit. Kemudian
dalam pandangafigh siyasahterhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok
dilihat dari perspektif siyasah dusturiyahsejalan dengan kaidah
Akemudar at an h a petaturan ddagnah lina sudak sesdai
dengan kaidah ini akan tetapi pelaksanaannya belum optimal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Awal Ahmad jurusan Iimu Administrasi Negara

Fakultas Illmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

22Fathur Rahimii | mpl ement asi Peraturan Daerah Kabup
Tahun 2018 Tent ang Waerstasslam Negeani prdasaR Banjarkasin
2023

23Yudha Prasetiyofi | mp htasinReraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri
HusadaT e mbi | ahan me n u rUniversitas Isjam N&gery Sulgaa Byarif Kasim
Riau 2023.
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Makassar tahun 2023 dengardul i | mp | ement asi Kebij aka
Tanpa Ro k ok di Uni ver sit adédapiMu hammad
perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada lokasi
penelitian, dan peraturan daerahnya. Sedangkan persamgaitoysama
sama mendii mengei Kawasan Tanpa Rokok. Hasil dari penelitian ini
yaitu komunikasi yang dilakukan pihak kampus belum optimal karena tidak
adanya tim khusus yang dibentuk kemudian dilihat dari surat keputusan
yang diterbitkan, pihak kampus belum memiliki dispogeng baik dan
juga kebijakan larangammerokok belum diimplementasikan dengan
Standad Operation Procedwr (SOP) yang jelas dan tidak didukung
dengan struktur birokrast

4. Artikel yang ditulis oleh | Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra Magister
lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020 dengan
judul n Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Te
(Rokok EIl ektri k) AdapurKparbedgaraperelitiania d un g o
dengan penelitian penulis yaitu | Gusti Ngurah Surya mengkaji
permasalban terkait penggunaavape (rokok elektrik) pada Kawasan

Tanpa Rokok, kemudian perbedaan juga terdapat dari lokasi penelitian dan

24Aawal Ahmad,il mpl ement asi Kebijakan Kawasan Tan
Mu hammadi y a hUnMersitees Mshamrmmadiyah Makassar. 2023.
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peraturan daerahnya. Sedangkan Persamaan penelitian ini yaitaazama
meneliti mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

5. Tesis yang tiulis oleh Gina Maya Sari program Magister [Imu Administrasi
Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021 denganiutiump | e ment a s i
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah
Sakit Umum Daer ah Teng.kAdapuRperdaedaan Kabup
penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian,
sedangkan persamaannya yaitu saaraa meneliti tentang kawasan tanpa
rokok?2®

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalammsisan skripsi ini maka peneliti menyusun
sistematikaperulisan agar menjadi terarah dan berkait&ehingga dibuatlah
sistematikayang terdiri dari lima (V) bab, sebagai berikut :

Bab | adalah pendahuluan yang memuat llagdakang, rumusan masalah,
tujuan, serta manfaat penelitian. Bab ini jagancakup definisi operasional istilah,
kajian pustaka, metode penelitiaacara garis besar, dan sistek®tpenulisan
sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian.

Bab Il merupakan kajian teori yang berfungsi untuk memperjelas landasan

teoritis yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh selama proses

25| Gusti Ngurah Surya Adhkencana Putraii Ke bi j akan Kawasan Tanp
Terhadap Pengguna VAPE ( Rok okUnigersikak Udayaka) d i Kab
2020.

26Gina Maya Sari,il mpl ement asi Kebijakan Kawasan T
Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daefabhn g k u Rafian .Kabupat el
Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2021.
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penelitian. Bab ini memuat tee®ori yang relevan dan mendukung terhadap
permasalahan yang diteliti, serhenjadi acuan dalam menjelaskan fenomena yang
dikaji. Dalam konteks penelitian ini, kajian teori difokuskan pada-teon yang
berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jay#r&.

Bab Il merupakan metode penelitian yang berisi penjabaran mengenai
pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat
uraian mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek
penelitian, jenis dateserta sumber data, teknik pemgpulan data, teknik
pengoldan dan analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian secara
sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang menyajikan secara rinci
temuantemuan berdasarkan data yang diperadigni lapangan. Pada bab ini
dijelaskan hasil penelitian terkait permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai
efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Bab V merupkan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil
penelitian, sebagai bentuk penegasan terhadap jawaban atas rumusan masalah yang
telah dikaji. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang
dianggap penting sebagai masukan bagi ppilaék terkait maupun bagi penelitian

selanjutnya



BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Hukum
1. Pengertian Efektivitas

Secara &etimologi s, istilah "efektif"
mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkarEfektivitasartinya yaituercapainya sasaratea tujuan yang telah
ditetapkarsebelumgaadalah sebuah pengukuran dinsaatu target telah tercapai
sesuai dengan apa yang telah direncanakaalam konteks ini, efektivitas
diartikan sebagai sejauh mana tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 201entang Kawasan TanpBokok dagt terealisasi, khususnya
di RSUD Pangeran Jaya Sumitra.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan erat dengan validitas
hukum. Validitas hukum mencerminkan keberlakuan norma secara nofuaastif
sollen) sedangkan efektivitas mencerminkan penerapannya dalam praktik sosial
(das sein)Dengan demikian, suatu norma hukum dikatakan efektif apabila norma
tersebut dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat secara®nyata

Senada dengan hal tersebut, Barda NawaviefAmenekankan bahwa

efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai

1Galih Orlando, fEfektivitas Hukum dan Fungs

2 Orlando, 50.
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tujuannya Efektivitas hukum juga mencakup sejauh mana norma hukum
diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana
norma tersebutmemberikan pengaruh terhadap perilaku hukum masydrakat
Effendy menturkan bahwa efektivitas ialddomunikasi yang prosesnya mencapai
tujuan apa yang direncanakan dan seseagah biaya yang dianggarkan, waktu,
dan umlah personil yang ditentukan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk membatasi aktivitas
merokok oleh perokok aktif guna melindungi perokok pasif dari paparan asap
rokok. Selain itu, KTR juga menjadi upaya strategis dalam menurunkan jumlah
perokok aktif di masyarakat. Oleh karena, ipenerapan KTR perlu dilakukan
secara konsisten di seluruh fasilitas umum. Bagi masyarakat atau pegawai yang
tidak mematuhi ketentuan tersebut, perlu diberikan sanksi sebagai bentuk
penegakan aturan. Tanpa adanya sanksi, perubahan perilaku akan sulit unt
diwujudkan®

2. Teori Efektivitas Hukum

3 Fahmi Jahidah Islamy, Dkk.'Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen
Pengetahuan Dalam Perspektif Hakiu Organisasi (Gracias Logis Kreatif, 2021), 33.

‘Toni Setiawan, AEfektivitas Peraturan Daer
tentang Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lapak Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah
Mur salah, o6 t.t., 12.

5 0Onong Uchjana EffendyKamus Komunikasi(Bandung: PT. Mandar &u, 1989),
14.

ENi zwar di A z k h atas Pénsrapard Kebijdkdn ePlertaita¢ Tientang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat
Tahun 2013,0 t.t., 179.
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Efektivitas hukum merupakan konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M.
Friedman, yang menekankan pada tingkat keberhasilan maupun kegigatan
proses penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum
dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur huklegal structure)
substansi hukurfiegal substanceljan budaya hukurflegal culture)’

a. Legal structurgStruktur Hukum)

Sistem hukum bergantung pada struktur yang menentukan efektivitas
pelaksanaanny&agian inimencakup lembaga atau agiagrang menjalankan dan
menegakkan hukum, struktur ini berperan dalam pengam@asa penegakkan
sanksi terhadap pelanggaran Perda.

Hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh aparat
penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetedan independensi. Sehebat
apgun suatu peraturan perundamgdangan, tanpa aparat yang berintegritas,
keadilan hanya akan menjadi lsep tanpa realisagtfektivitas penegakan hukum
sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparatur tersebut.
Tanpa dukungan dari struktur hukum yang kuat, norma hukum cenderung tidak
berjalan optimal.

b. Legal Substancé€ubstansi Hukm)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, aspek substansial merupakan faktor
yang menentukan efektivitas pelaksamaénukum. Substansi ini melipygroduk

hukum yang ditetapkaanleh individu dalam sistem hukum, termasuk keputusan

" Lawrence M. Friedman Sistem Hukum Perspektif Imu Sosial (The Legal System A
Social Science Perspeat)' (Bandung: Nusa Media, 2011), 10.
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yang mereka buat serta aturan baru yang mereka rumuskan. Selain itu, substansi
juga meliputi hukum yang hidup dalam masyarakaing law), bukan sekadar
peraturan yang tertulis dalam kitab undamglang (law books).

c. Legal Culture(Budaya Hukum)

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap
manusia terhadap hukum yang terbentuk melalui sistem kepercayaanijlaiilai
pemikiran, serta harapan yang berkembang dalam masyarakat. Budaya h
menciptakan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap bagaimana hukum
diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Konsep ini juga berkaitan erat
dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memahami dan mematuhi
peraturan yang berlakmereka akan menjadi faktor pendukung dalam penegakan
hukum. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, masyarakat justru dapat menjadi
penghambat dalam penerapan peratéiran

Efektivitas hukum merujuk pada keterkaitan antara aturan yang ditetapkan
dalam hukundan pelaksanaannya, yang mencakup tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum tersebut. Meskipun hukum dirancang oleh otoritas yang
berwenang, tidak selalu mencerminkan nrild&i yang berkembang dalam
masyarakat. Akibatnya, hukum dapat menjadi tidakté#fesulit diterapkan, atau

bahkan memicu tindakan pembangkangan sipil. Dalam realitas sosial, sering kali

8 Lawrence M. Friedman, 32.
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penerapan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga topik ini menjadi
isu menarik untuk dikaji dari perspektif efektivitas huktum.

B. Sadd AlDzariah

Menurut alQarafi, Sadd Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan
(mafsadah)sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu
perbuatan bebas dari unsur kerusakamafsadah),namun jika perbuatan itu
merupakan jalan atasarana terjadi suatu kerusakamfsadah),maka kita harus
mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy
Syaukani,d z a r adélah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan

namun akan mengantarkan kepada perbuatan yamgrdj{al-mahzhur)* ¢
Menur ut Swléludh bs wnlSada Dzardaladaéala n z i

B L) egs B Aol M smss (o BB p355 B BOE: ams )

g?;; i3 L - EIEgA

Sadd artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti
mencegh atau melarang. Sedangk@nz a r imékaamya adalah jalan yang

membawa kepadsesuatu, secarafis a tnawi (baik atau buruk)!

°Septi Wahyu Sandiyoga, AEfektivitas Peratur
2011 tentang Kawasan Bebas Par ki r"Unversithisi ma Ruas
Hasanuddin Makassart.t., 11.

1 0Suratno dan Anang Zamrorijendalami Ushul Figih(Solo: PT Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri, 2013).

11Su ud bin mull 8&addwl Daadrimmindbain@agyan Al
Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfighiyyah®roman, Urdun: Darulatsarigy, 2007),
37
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Syati bi mengatakan bahwa sesungguhnye
adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.
Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan
karenamengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir

pada suatu kemafsadatah.

Sadd D eratkaitabrgydndenganagashid syariahyaitu tujuartujuan
utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima pokok utama: étjajna
jiwa (nafs),akal ( 6 a Retupunan(nasl) dan hartamal). Dalam konteksSadd
D z a r,isyarathitidak hanya mengatur hasil akhir perbuatan, tetapi juga menutup
potensi bahaya dari jalan yang bisa mengarah pada pelanggaran terhadap lima

pokok tersebut.?

C. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk peraturan
perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota), yang
memiliki kedudukan hukum dakekuatan mengikat di wilayah administratif

masingmasing' *Salah satlkewenangan yang sgat penting dari suatu daerah

12yysuf Abdurahman Al faratAl t at bi gat a-ld znauw @Qadsmahr,at | i s a0
Darul-f i kri al éarabi, 2003). 11

13Jasser AudaMagahid atShariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach(London: 11T, 2008). 8334

1 “Djoko Prakoso' Proses Pembuatan Peraturan Daetdfiakarta: Ghalia Indonesia,
1985), 43.
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yang mengatur dan mgurus rumah tangganya sendiralli kewenangan untuk
meretapkan peraturan daerah.

Peraturan Daerah (Perddjbentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah sebagaimana diatur dalam Unedndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangangan. Perda terdiri atas dua jenis, yaitu
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaterbtgai produk
hukum daerah, keberadaan Perda dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan lokal
dan memberikan perlindungan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam
proses penyusunannya, partisipasi publik menjadi aspek penting untuk menjamin
bahwa substssi peraturan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Kewenangan PemerintahaBrah dalam membentuk Peraturan Daerah
(Perda) merupakan hak konstitusional dalangka pelaksanaan otonomi daetdh
Kemudian, pada tahun 2015 dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabifmabaru
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Ragkwilg dibentuk sebagai
wujud perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Perda ini mengatur secara
khusus larangan merokok di beberapa tempat umum, termasuk rumah sakit,

sekolah, tempat ibadah, ®erangkutan umum. Tujuan utamanya adalah

1 Yrawan Soejito! Teknik Membuat Peraturan Daerafdakarta: Bina Aksara, 1989),

liPembentukan Peraturan Daer d&JmdBerghans @r kKar . |
106.

Yudha Prasetiyo, #Al mplementasi Peraturan D:
5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada
Tembiae han Menurut Perspektif Figh Siyasah,o 17.
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menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari asap rokok, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup $&hat.
D. Kawasan Tanpa Rokok
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalakea atau ruang yang ditetapkan
sebagai zoa larangan untuk aktivitas praiki, penjualan, iklan, promosi, serta
penggunaan rokok. Penetapan KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok. Oleh karpeadayasan
dalam lingkungan KTR menjadi hal yang penting. Melalui pengawasan, dapat
dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana implementasi kebijakan telah berjalan.
Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi tingkat kepatuhan terhadap
kebijakanyang diterapkarserta mengidentifikasi potenpenyimpangan dalam
pelaksanaannye’
2. Sanksi Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok
Sanksi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa &tztak
berupa sanksi administratifad sanksi pidana. Sanksi admirasif berkaitan
dengan setiap orang atau badan yang melanggar dikenakan sanksi teguran, apabila

teguran tersebut tidak memberikan jera, maka petugas pengawas yang berwenang

8 Peraturan Daerah Kabupaten Kotwabaar u Nomor
Tanpa Rib’kkok, 0 6

I°Muhammad |1 wan, Dk k, i Ke b a MatdeaannDaldre me r i nt a
Penerapan Peraturan Daer ah Ter kJurtalKangpilasin gan Mer
Hukumb5, no. 1 (30 Juni 2020): 105, https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.40.
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berhak untukmemerintahkan orang atau badan hukum tersebut meninggalkan
Kawasan Tanpa Rokok. Apabila orang atau badan tersebut memiliki usaha, maka
diberikan teguran untuk menghentikan kegiatan usaha di Kawasan Tanpa Rokok,
dan teguran tertulis dilakukan sebanyak 8aikali jika tidak dihiraukan maka
dilakukan pencabutan izin usaha.

Sesuai dengaferaturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 tentang Kawasan Tanpa Roldsal 25. Maka, setiap orang yang merokok
pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kikenai sanksi berupa denda di
tempat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, sanksi pidana
yang dimaksud adalah setiap orang yang berada pada Kawasan Tanpa Rokok
mel&kukan kegiatan seperti, memprodulatau membuat rokok, menjual rokok,
menyelenggarakan iklan rokok, dan mempromosikan rokok. Maka, diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana ini telah tercantunmu@ksal 27.*

Berbagai penelitian mergai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menunjukkan
bahwa kebijakan ini merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengurangi

kebiasaan merokok serta meminimalkan dampak negatif rokok terhadap

2 Operaturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok.

2 1peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 20itareKawasan
Tanpa Rokok.



26

kesehatad ’Salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah RSUD Pandaya

Sumitra yang berada di Kabupaten Kotabaru.

22Ni zwar di Az kha, AStudi Ef ektivitas Pener a
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menur unk:
t.t., 172.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan dalam Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakametode penelitian hukum empirigang juga
dikenal sebagai penelitian sosiologis. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk
mengkaji dan menganalisis efektivitas keberlakuan hukum positif dalam
masyarakat.Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam dshgang
menjelaskan bahwa penelitian hukum empirisgalahpenelitian yag dilakukan
dengan cara meneljrimer*

Penelitian lapangan ini berguna menemukan realitas yang sedang terjadi
kepada masyarakat, yang mana peneliti harus terjun langsung kealapmtuk
mendapatkan faktgang terjadi dilapanganDenganmelakukan penelitian serta
mengkaji data tedit dengan permasalahan yangeliti mengenai Efektivitas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan
Tanpa Rokok dRSUD Pangeran Jaya Sumitra.

Penelitian lapangan(field research), yaitu meneliti langsung dari
sumbernya berupa informasi, peristiwa atau fenomena yang sebenarnya sudah
terjadi di lapangan dan lebih spesifik, maupun dari subjekrhudtau yang bias

dikeral denganlempirical legal researchi Kebenar annya dapat dib

I shaq,Metode Penelitian HukuigBandung: Alfabeta, 2017), 70.

27
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alam kenyataan atau dapat di huksnaitakn ol eh
hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan
jugaempiricalatau k@yataan hukur.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
sosiologi hukunmyakni pendekatan yang menganalisis interaksi antara hukum dan
masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat membenkamasi terhalap
norma hukm serta sejauh mana hukum mempenbi perilaku sosial mereKa.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu
pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum dengan gejajejala ssial lainnya. Satjipto Rahardjo menyatakan
bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji hukum berdasarkan pola
perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.Sementara itu, menurut Otje Salman,
sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan tirbbbk antara
hukum dan gejalgejala sosial secara empiris dan andlitis
B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan, lokasi penelitian bertempat di
RSUD Pangeran Jaya Sumitra, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Peneliti mengamblokasi ini, karena di RSUD Pangeran Jaya Sumitra merupakan

2 fiMetode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode
Meneliti Hukum! vol. 8 No.1, t.t., 15.

3 Muhaimin,Metode Penelitian HukuifMataram University Press, 2020),.87

4 M.Fahmi AFAmruzi, "Pengantar lImu Hukum Pengantar Tata Hukum Indonesia
(PIH/PTHI)", 1 ed. (Laksita Indonesia, 2018), 73.
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Kawasan Tanpa Rokok hingga batas terluar pagar. Akan tetapi, masih banyak para
perokok aktif yang merokok disana dan tidak adanya ketegasan dalam memberikan
sanksi.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian menggunakan tekpikposive sampling,
berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan pefditiajek
penelitian atau yang disebut dengan informan mengenai penelitian ini yang akan
peneliti amati serta dimintai keterangannya, data gémguhkan terbatas pada apa
yang diketahiuidan peneliti tidak dapat mengékan jawaban semaunya. Adapun
subjekdi dalampenelitian ini, yaitu:

a. Kepala/Staf di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

b. Masyarakat umum yang kedapatan melanggar aturan larangan merokok

di kawasan rumah sakit.
c. Pendamping Pasien
2. Objek Penelitian

Objekdalampenelitian ini adalah Efektivitas Peraturaneleh Kabupaten
Kotabaru Nomor 19 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa RbIRE&UD Pangeran
Jaya Sumitra
D. Data dan Sumber Data

1. Data

5> HardiansyahKomunikasi pelayanan publ{ ogyakarta: Gava Media, 2015), 95.



30

Data yamy digurakan dalam penelitian ini yaitu
a. Data Primer
Data Primer adalah Informasi yang diperoleh secara langsung melalui
observasi dan wawancara dengan inforfriaata primer adalatiata yandgangsung
diperoleh dari informan dengaara observasi, wawancara, g@an pengumpulan
angket.Untuk data yang dikumpulkan untuk kepemgjan menjawab pertanyaan
dan memecahkan masalkddlampenelitian adalah:
1) Identitas infoman yang terdiri dari nama, usigenis kelamin,
jabatan, serta pendidikan terakhir jika diperlukan.
2) Efektivitas Peraturan Dagh Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangerga Ja
Sumitra serta kendala dalam penerapannya.
b. Data Sekunder
Data sekunder yakninformasi pendukung yang diperoleh melalui studi
kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perunohatangan,
dan dokumen terkait.
2. Sumber Data

Sumber dataari penelitian iniyaitu:

6 Sandu Siyoto dan Ali @lik, "Dasar Metodologi Penelitidh (Literasi Media
Publishing, t.t.), 67.

7 Muhaimin,Metode Penelitian Hukunill.
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a. Informan yakni orang yang memberikan informasi, data yang
dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahdidgadi Informan ini
adalahindividu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung
terhadap penerapan Perda KTR,es8@staf rumah sakit dan pelanggar
kebijakan.Adapun jumlah Informan yaitli4 orang terdiri dari 6 orang
Kepala/StafRSUD Pangeran Jaya SumitraO8ang yang melanggar
peraturan, dan 2 Orang Pendamping Pasien.

b. Dokumen, yaknidata pelengkap berupa dokumentasi visual, laporan
kegiatan, dan bahan hukum tertulis yang relév@ukumen yang
dimaksud ialah dokumentasi foto laporan kegiatan dan laporan seluruh

data terkait penelitian untuk melengkapi data peaaelit

E. Teknik Pengumpuan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah:
1. Observasi
Observasi menutuSyamsudin adalakegiatandalam mengumpulkan data
penelitian dengan cara mengdimangsing objek penelitian yang menjadi fokus
penelitiant ° Pereliti melakukan pengamatan langsung di lingkungan RSUD

Pangeran Jaya Sumitra untuk mengetahui bagaimana penBexpdéuran Daerah

8 Muhaimin, 89.
9 Bachtiar,"Metode Penelitian Hukuh{Palembang: UNPAM, 2019), 140.

10 Muhammad Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum(Jakarta:
RajaGrafindo, 2007), 114.
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Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa &akok

apakah masyarakatnya mematuhi.

2. Wawancara
Wawancar#disa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek
penelitian atau informan dapangart.'Wawancara adalah interaksi sosial antara
dua orang secara timbal balikaldm memberikan tanggapan sestiiuan
penelitian. Penulis melakukan wawancara $amg dengan informan yang
berkaitan langsung dengan topik bahasan utama yaitu Efektivitas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
RSUD Pangeran Jaya Sumitra.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu cara yaipgkhi untuk menghasilkan data
dan informasi Dokumentasi berupa foto, laporan, dan catatan yang dapat
mendukung validitas data hasil observasi dan wawahé®akumentasi dalam
penelitian ini dihasilkan setelah melakukan obsgrdan wawancara oleh pertieli
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

1 IMuhaimin, 'Metode Penelitian Hukum95.

1 2Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam
Perspektif Kualitatif'(Deepublish, 2020).
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Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mempermudah prosemenganalisis pada proses selanjutnyiengelola data
sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tesssfaatruntut, sistematis,
sehinggaakan mempermudah peneliti menganalisSi®roses pengolahan data
yaitu:

a. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, langkah berikutnya
adalah memilah, mengkategorikan, serta mengeliminasi data yangélda&n.

Data kemudian diorganisir dengan cara tertentu dan diringkas ke dalam satuan
analisis. Selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian
data dengan tujuan penelitian, sebelum diklasifikasikan lebih lanjut. Data yang
telah tersusn kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi sehingga dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan penélitian

b. Display Data

Analisis ini dikerjakan dengan canaenyajikan data dalam bentuk naratif
deskriptif untuk memudahkan analisis secsistematis °

2. Teknik Analisis Data

! 3viardawani, 103.
! Nursapia HarahapPenelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 70.

1 SNursapia Harahap, 75.
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Analisis datasadalahmengurakan data dalam bentuk kalimat yangkdan
benar, sehingga mudahinderpreasikan' °Data dianalisis menggunakan metode
kualitatif deskriptif, yakni dengan menguraikan data dalam bentukruteks yang
terstruktur. Seluruh da dianalisis berdasarkéeori yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya dan disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1 8Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam
Perspektif Kualitatif; 104.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum RSUD Pangeran Jaya Sumitra

RSUD Kotabaru merupakan nama awal dari RSUD @amgJaya Sumitra
yang berdiripada tahun 1987 sebagai rumah sakit kelas D untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, yang pada saat itu belum
ada rumah sakit. Kemudian pada 5 Juni 1996, rumah sakit ini ditingkatkan menjadi
kelas C berdasarkan surat Keputusamteri Kesehatan RI dan ditetapkan sebagai
Rumah Sakit Rujukan Regional IV Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013.
Organisasi dan Tata Kerja rumah sakit ini diatur melalui Perai@anah Nomp
26 tahun 2013 yang menjadikannya Lembaga Teknis Daenad lyertanggung
jawab kepada Bupati.

Kemudian RSUD Kotabaru mendapatkan Sertifikat Akreditas Perdana dari
Komite Akreditas Rumah Sakit pada 27 Oktober 2017. Selanjytaga, 18 Maret
2019, RSUD Kotabaru resmi berganti nama menjiRisUD Pangeran Jaya
Sumtrad melalui Keputusan Bupati Kotakar Rumah sakit ini berada di Jin.
Brigjend H. Hasan Basri No. 57, Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab.
Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Visi, Misi, dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra

Kabupaten Katbaru:

35
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1. Visi

AMenjadi kan RSUD Pangeran Jaya Sumit.

Pel ayanan Kesehatan Terdepan dengan Pel a!
2. Misi
AMenjal ankan tata kelola rumah saki't
sumberdaya manusiayangr of esi onal 0
AfMengembangkan RSUD Pangeran Jaya Sum|
sakit rujukan regional dan rumah saki
A Memenuhi kebutuhan pel anggan denga
keperawatan yang berkualitasbo
AMeni ngkat kan sarmapandapepagaaanta pel

3. Moto

fiSenpapadantuno

B. Penyajian Data
1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil penelitian yamjperoleh di lapangan dengan cara
wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat beserta
Kepala/Staf RSUD Pageran Jaya Sumitra.
a. Informan Pertama
Nama "MA

Usia : 57 Tahun

I"RSUD PJS, 0 diakses 2 Maret 2025, https:

/1

r
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Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir 1 S2
Jabatan : Kabag AUK

ARumah Sakit sudah menerapkan peraturan KTR itu dan sudah
diterapkan sejak Perda tersebut diresmikan yaitu ta2tb, Perda ini
disosialisasikan kepada staff disaat rapat dan untuk pengunjung dan
pasien melalui banndbanner KTR. Dulu ada bidang keperawatan dan
penyuluhan yang ada tim KTR nya, tapi umumnya personil
pengawasannya itu Satpam. Dan untuk tatededa lamngan merokok
itu tidak ada pendanaan khususnya lalu kita masukkanlah ke anggaran
yang paling pas dan relevan dan tidak harus ada katia KTR nya.
Untuk peraturan ini menurut saya belum terlaksana secara efektif
karena masyarakatnya susah berubah. Mumgkuga karena
peradabannya. Berbeda dengan kota besar yang mungkin cenderung
mau mengikuti. Masyaraknya masih sering semburggmbunyi saat
merokok, pada saat Satpam lewat berhenti merokok. Kemudian, setelah
Satpamnya pergi kembali lagi merokok.

Dan jugadari sisi penegakkan Perdanya, itukan bukan dari
kami yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi denda kepada
pelanggar, yang berwenang untuk hal tersebut belum ada jadwal
rutinnya ke rumah sakit, pernah patroli saat kita minta untuk akreditasi.
Harusnya kartanpa kami minta kan terjadwal atau melakukan sidak
mendadakkah. Dari pihak rumah sakit sudah menerapkannya dan di
rumah sakit tidak boleh di siapkan tempat untuk merokok. Meskipun,
kadang orang datang keimah sakit ini kan dengan pikiran yang ga
tenangdan dengan merokok bisa membuatnya tenang.

Mengenai efektivitas peraturan ini, saya rasa belum bisa
dikatakan efektif. Karena dilihat dari struktur bangunan rumah sakit
juga terlalu banyak ruang terbukanya sehingga masih banyak yang
merokok didalam rumabakit ini berbeda dengan rumah sakit di kota
besar. Dan juga faktor kebudayaan dan kebiasaan masyarakatnya juga
menjadi kendala dalam penerapan peraturam ifi

Informan Kedua

Nama 'S

Usia D -

2 Inisial M A, Kabag AUK RSUD PJS (Wawancara Pribadiptabaru21 Januari
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Jenis Kelamin : Laki-Laki
PendidikanTerakhir -
Jabaan : Kepala Keamanan

AUNtuk masalah merokok Kita sangat tekankan bahwa tidak
boleh merokok di RSUD, kadang ada yang bertanya batas tidak
bolehnya sampai mana. Maka, disampaikan bahwa batasnya itu sampai
pagar karena untuk menjaga kesejukan udara RSUDaB&ita
melihat orang merokok pasti langsung Kita dekati dan tegur. Untuk
dokumentasi dan pencatatan pelanggaran belum pernah kita lakukan
dan sanksi seperti tercantum dalam Perda yaitu denda RP.200.000 itu
belum pernah dilaksanakan jadi kami hanya maikha teguran lisan
saja.Untuk denda saya rasa itu kewenangan aparat yang berwenang
untuk menerapkannya. Dan untuk koordinasi dan kerja sama dalam
mensosialisasikan peraturan ini dengan kami belum ada. Pelanggaran
sering terjadi disini karena beberapa masgkat yang masih tidak
mematuhi peraturan ini. Meskipun kami sudah menegakkan aturan ini
tapi masih ada masyarakat yang tidak patuh meski telah mengetahui
hukum tersebot?

Informan Ketiga

Nama "RVA
Usia : 34 Tahun
Jenis Kelamin . Laki-Laki

Pendidikan Terakhir  : SLTA
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

ARSUD PJS sudah menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
tersebut. Untuk pengawasaya itu dilakukan oleh Bidang Keamanan
(Satpam) yang mengawasi seluruh area RSUD. Masih terdapat orang
yang merokok di RSUD ini, kadang ada yang merokok sembunyi
sembunyi juga meski sudah dipasang tanda larangan merokok. Kalau
saya yang melihat orang merokok di RS pasti langsung saya tegur,
karena untuk sanksi denda itu memang belum pernaierapkan.

3 Inisial S, Kepala Keamanan RSUD PJS (Wawancara Pritiéaliabaru22 Januari
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Meskipundergan sankisteguran lisan itu tidak dapat membuat perokok
itu jera.

Untuk meningkatkan Efektivitas penerapan perda KTR ini saya
harap pihak yang berwenang bisa bekerja sama untuk menegakkannya
secara tegas dan melakukan pengawasan rutinan di lokasi RSUD
karena RSUD itu harus bebas asap rokokeluruh areanya.?

d. Informan Keempat

Nama ‘RS
Usia 143 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir  : S1
Jabatan : Staf Umpeg RSUD

AUntuk Perda KTR RSUD ini sudah lama menerapkannya, yang
bertugasmengawasi itu dbagian keamanan karena bisa menjangkau
seluruh area RS. Meski sudah di awasi tapi masih ada orang yang
merokok di RS ini. Untuk penjualan produk rokok itu tidak adegaiin
juga tidak ada yang menjual rokok. Karena sudah ada larangugimku
itu dan peringatan larangan merokok juga sudah dipasang. Saya belum
pernah menegur orang yang merokok di RS. Untuk pengawas kadang
memberikan teguran lisan tapi tidak dengan denda. Menurut saya,
sanksi berupa denda sesuai dengan Perda itu dapat mendraa
perokok.’

e. Informan Kelima

Nama =
Usia D -
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir D -

4 Inisial R V A, Staf Pengadministrasi Perkantoran RSUD PJS (Wawancara Pribadi),
Kotabaru21 Januari 2025.

SInisial R S, Staf Umpeg RSUD PJS (Wawancara Pribkdiabaru20 Januari 2025.
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Jabatan : Staf Pelayanan dan Informasi RSUD

AUntuk Perda KTR diumah sakit ini sudah diterapkan, sudah
dijalankan secara intensif dan sosialisasin selalu dilakukan, jika ada
pelanggar maka langsung ditegur, dan jika sudah ditegur tetapi masih
melanggar maka akan dijatuhkan sesuai aturan perda tersebut. Akan
tetapi belum pernah terjadi pelanggaran seperti itu. Larangan
larangan merokok sudah ditgoel dimanamana. Masyarakat yang ada
di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum serta peka dan sadar
akan sekitarnya untuk melihat bahwa asap rokok dari mereka itu akan
memperburuk kesehatan pasien dan dan dirinya sendiri. Petugas khusus
atau PKRS itu &nya ada bidangnya tetapi tidak ada SDM nya jadi
hanya Satpam yang bertanggung jawab untuk penerapan ini. Karena
rumah sakit ini lingkungannya terbuka jadi kami sedikit kewalahan
untuk memantaunya karena kekurangan petugas juga. Biasanya yang
merokok disinitu pendamping rawat jalan dan rawat in&g3.

Informan Keenam

Nama ‘RA
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMA
Jabatan . Satpam

AiPerda KTR sudah di terapkan karena RSUD ini termasuk
Kawasan Tanpa Rokok, Untuk pengaesma biasanya Satpam yang
melaksanakannya seperti patroli keliling RS, Masih ada pelanggaran,
pengunjung dan pendamping pasien kadang masih merokok di
lingkungan RS, mereka melakukannya sembsgmybunyi jika
ketahuan pasti langsung ditegur, untuk sanksiddeitu belum pernah
diterapkan. Penerapan sanksi denda saya rasa dapat membuat para
perokok yang merokok di lingkungan rumah sakit menjadi jera dan
menjadi taat dan patuh terhadap peraturan ini. Sehingga dapat
mengefektifkan pelaksanaan peraturan ini.a@Pggaran terjadi karena
beberapa masyarakat masih belumentaati peraturan ini padahal
sudah dipasang tanda larangan merokok, saya sering menegur orang
yang merokok. Jika sanksi berupa denda sesuai dengan perda itu
dilaksanakan saya rasa efektif untuk maatbjera perokok. Untuk

8 Inisial E, Staf Pelayanan dan Informasi RSUD PJS (Wawancara Prikatiiparu
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kedepannya saya har&etugas satpamian staf yang lainnya bisa lebih
peduli, menegur pelanggar aturan KTR drfi.

g. Informan Ketujuh

Nama : S(Perokok di KTR)
Usia |-
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir -
Pekerjaan : Tukang Parkir

ASaya sudah mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan
Kawasan Tanpa Rokok, saya mengetahuinya dari tanda larangan
merokok yang dipasang di dinding, untuk sosialisasi saya belum pernah
mendapatkannya, tetapi saya sudah kebiasaan merdikn sehari
saya merokok bisa habis sampai 2 bungkus rokok. Karena saat merokok
itu saya rasa tenang dan sudah menjadi hobi. Sering kok ketahuan
merokok sama petugas rumah sakit saat mereka keliling patroli, tetapi
tidak ada sanksi. Dan saya sulit untugribenti merokok karena sudah
candu jadi tidak bisa dihindari untuk tidak merokok di RSUD ini. Dan
saya setuju dengan peraturan tersebut karena menyakghyamanan
dan kesehatan bersaméd

Informan menuturkan pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa
informan tahu akan peraturan tersebut dan tahu bahwa rumah sakit meKipBkan
melalui tanda atau peringatan larangan merokok yang dipasang di dindirftlg ruma
sakit. Informanadalah seorang pekok dan sudah kecanduan jaglilit untuk
berhenti merokok. Tapi selain itu, Informpama setuju dengan Peraturan Daerah
yang melarang merokok dKTR salah satunya adalah Rumah Sakit demi

kenyamanan dan kesehatan bersama.

"Inisial R A, Satpam RSUD PJS (Wawancara Pribatfabaru21 Januari 2025.

8 Inisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Pribdijabaru24
Januari 2025.
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Informan Kedelapan

Nama : W (Perokok di KTR)
Usia : 25Tahun
Jenis Kelam . Laki-Laki

Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Pedagang/Pendamping Pasien

ASaya sudah tahu rumah sakit ini tidak boleh merokok karena
ada tanda larangan merokok beberapa sisi rumah sakit ini. Tetap
saya tidak tahu bahwa ada peraturan itu hal ini dan seluruh tempat di
rumah sakit itu tidak boleh merokok, saya tidak pernah mendapatkan
sosialisasi mengenai peraturan ini, tetapi saya merokok kan tidak
didekat pasien dan lagi pula disini tidak ada tahsdilarang merokok,
saya tidak pernah melihat ada yang patroli keliling untuk mengamankan
orang yang merokok. Jadi, menurut saya tidak-apa merokok selama
tidak didekat pasien, tidak ada sanksi yang pernah saya terima. Saya
sudah merokok sejak sekolgddi susah untuk berhentinya dpgi
disaat seperti ini saya perlu merokok untuk menenangkan pikiran saya.
Untuk penerapan peraturan ini saya sih setuju saja karena itu sudah
diatur oleh pemerintah untuk kesehatan orang banyak. Mungkin jika
ingin peraturanini bisa diterapkan dengan baik, maka pihak yang
berwenang dapat memberikan sosialisasi ataupun teguran yang tegas,
karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
peraturan kawasan tanpa rokok.

Informan mengatakan bahwa sudah tahu tidaletb merokok di RSUD

tetapi Informan tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Informan juga menyatakan
bahwa tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi mengenai peraturan

ini. Sehingga Informan tetap merokok dengan menjauh dari pasien. Informan juga

9 Inisial W, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara PribKdipbaru
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menyatakan bahwa tidak pernah ditegur saat Informan merokbkg&ungan
RSUD, Informan menyatakan bahwa kesusahan untuk berhenti merokok karena
sudah menjadi kebiasaan segkolah. Informan mengatakan lebih lanjut, setuju
dengan penerapan peraturan ini danlgigangin perauran ini diterapkan dengan
benarmaka pihak bevenangwajib untuk melakukan sosialisasi dan teguran atau
sanksi yang tegas.

i. Informan Kesembilan

Nama : S(Perokok di KTR)
Usia D -
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir  : -
Pekerjaan : Tukang Parkir

ASaya mengetahui bahwa rumah sakit ini merupakan Kawasan
Tanpa Rokok, tetapi disini (parkiran) tidak ada tulisan dilarang
merokok. Makanya saya mo&ok disini dan saya juga tidak pernah
dapat sosialisasi dan kena teguran maka dari itu saya tetap merokok.
karena sudah kebiasaan merokok jadi rasanya tidak nyaman kalau tidak
merokok. Tapi saya setuju dengan peraturan yang sudah dibuat oleh
pemerintah gkni untuk kenyamanan bersama. Meskipun, saya masih
kesulitan untuk mematuhingd.’

Informan mengatakamengeahu adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok.
Tetapi karena tidak semua area ada tanda larangan merokok maka Irtfetapan
merokok di tempat yangidak ada tanda larangan merokok. Informan juga

menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan teguran disaat

I Onisial S, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara PribKdiiabaru24
Januari 2025.
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Informan merokok dilingkungan RSUD. Informan mengatakanréaa sudah
kebiasaan merokok maka tidak nyaman yang dirasakan saat tidak mdreteqik.
Informan juga mengatakan bahwa Informan setuju dengan penerapan Peraturan ini
demi kenyamanan bersama meski Informan belum mematuhi peraturan tersebut.

] Informan Kesepuluh

Nama : R (Perokok di KTR)
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Staf Perusahaan/ Pendamping Pasien

fSaya mengetahui adanya peraturan yang melarang merokok di
rumah sakit ini melalui tanda larangan di dinding karena hal dapat
mengganggu kesehatan dan kenyamanan pasien. Saya keisiko
karena pengen aja dan tidak didekat pasien juga dan sering kok ada
yang merokok disini. Untuk teguran dan sosialisasi saya belum pernah
mendapatkannya. Untuk menerapkan peraturan ini di rumah sakit saya
sih setuju saja’

Informan mengatakan meeighu akan Reratuan Kawasan TanpadRok
melalui tanda yang dipasang. Informeatap merokok karena merasa jauh dari
pasien dan melihat yang lain juga merokok serta tidak pernah mendapat teguran.
Informan menyatakan setuju dengan peraturan ini.

k. InformanKesebelas

Nama : P (Perokok di KTR)

Usia 145 Tahun

I 1nisial R, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Prib&dijabaru29
Januari 2025.
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Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Pendamping Pasien
fiSaya mengetahui bahwaerokok dirumah sakit itu dilarang
melalui tandanya. Saya merokok disini saat santai si@a melihat
situasi dan kondisi juga jika sepi baru saya merokok. Saya belum
pernah mendapatkan teguran atau sosialisasi dari penegak hukum
tentang hal tersebut. Saya sangat setuju dengan peraturan yang sudah
dibuat oleh pemerintah irdi? 2
Informan mengataan tahu akan peraturan ini dan merokok juga disaat sepi.
Informan nengatakan belum pernah mendapat teguran dan sosialisasi. Informan
setuju dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa

Rokok ini.

[. Informan Kedua belas

Nama : J (Perokok di KTR)
Usia : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Buruh/Pengunjung RS

AJujur untuk larangan merokotli rumah sakit saya tahu tapi
untuk peraturan yang mengatur larangan ini saya jujur tidak
mengetahunya, jika saya tahu bahwa ada sanksinya saya tidak akan
merokok disini. Saya belum pernah mendapatkan teguran atau
sosialisasi. Menurut saya peraturan ini sangat bagus diterapkan karena
ada hak para orang yang tidak merokok juga jadi saya berharap agar
peraturan ini dalam diterapkan dengan baik.?

1 2Inisial P, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Prib&adabaru3
Februari 2025.

1 3Inisial J, Perokok di lingkungan RSUD PJS (Wawancara Prib&dibabaru3
Februari 2025.
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Informan mengtakan tidak mengetahperaturan tersebut. Dan informan
sangat berharap agar peraturan ini dapat diterag@daangaimanmestinya.

m. Informan Ketiga belas

Nama :JJ
Usia : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Pegawai Hotel/Pendamping Pasien

ASaya mengetahui bahwa merokok di rumah sakit itu dilarang
karena dapat mengganggu orang disini. Akan tetapi, saya tidak
mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang menetapkan kawasan
tanpa rokokdan mengenai sanksinya. Saya tidak pernah merokok di
rumah sakk karena saya merasa akan mengganggu orang yang tidak
merokok.Mengenai sosialisasi ataupun teguran untuk sampai saat ini
sih saya belum pernah melihat atau mendapatkannya. Saya sangat
setuju dengan peraturan ini karena demi kebaikan dan kenyamanan
bersana. Mungkin apabila ingin peraturan inirealisas dengan baik,
maka pihak yang berweng dapat memberikan sosialsaataupun
teguran, karena mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui
peraturan ini dan juga sanksiny#.?

Informan megatakan bahwa disidak mengetaln Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokokniiotman tidak pernah
merokok dirumah sakit dan tidak pernah melihat ataupun mendaptagaran dan
sosialisasi. Infanan juga mengatakan agar pihak berwenang dapatbarikan

sosialisasi ataupun teguran kepada pelanggar KTR.

1 4nisial J J, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Prilkadgbaru29
Januari 2025.
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n. Informan Keempat belas

Nama NA
Usia : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir  : SMA
Pekerjaan : Pendamping Pasien
AUntuk peraturan ini saya mengetahuinya dan juga saya
mengetahui bahwa adanya larangan merokoKimjkungan rumah
sakit. Saya tidak merokok mba justsaya merasa sangat terganggu
saat ada yang merokok disini. Saya merasa merokok di rumah sakit itu
egois dan tidak beretika. Menurut saya pihak berwajib hdreisar
benar menerapkan peraturan ini bisa den melakukan sosialisasi
terdahulu, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan ini
dilarang. Saya sangat setuju dengan penerapan peraturad’ifi.
Informan menjelaskan bahwa ia sudatengéahu mengenai peraturan
tersebut dan larangan merokokuainah sakit.d juga mengatakan bah dia tidak
merokok dan merasa perokok di rumah sakit itu ®glain tidak beretika. Dia
mendukung akan adanya aturan ini dan ingin penerapannya bisa dilakukan dengan
benar.
2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan

matriks, mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19

1Slnisial N A, Pendamping Pasien RSUD PJS (Wawancara Pridédibaru3
Februari 2025.
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sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Matriks 4.1

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

No.

Informan

Penegakan Hukum

Kepatuhan Masyarakat

1

M A (Kabag
AUK RSUD
PJS)

Sudah menerapkan Per
KTR dan disosialisasikal
kepada staf saat rapat d
untuk pengunjung atau pasi
melalui bannebanner KTR.
Jika ada pelanggaran mal
diberikan sanksi teguran lisg
secara langsung.

Masyarakatnya  masi
sering serbunyk
sembunyi saat meroko
pada saat Satpam lew
berhenti merokok
Kemudian, setela
Satpamnya pergi kembg
lagi merokok.

S (Kepala
Keamanan)

Untuk masalah merokok Kit
sangat tekankan bahwa tid
boleh merokok di RSUD
Setiap Kita melihat oran
merokok pasti langsung Kit
dekati dan tegur.

serin
kareng

Pelanggaran

terjadi  disini
beberapa masyarak
yang masih tidak
mematuhi peraturan ini.

RVA

RSUD PJS suda
menerapkan Perda Kawas
Tanpa Rokok tersebut. Unty
pengawasa itu dilakukan
oleh Bdang Keamanal
(Satpam) yang mengawag
seluruh area RSUD

Masih terdapat oran
yang merokok di RSUL
ini, kadang ada vyan
merokok sembunyi
sembunyi juga mesk
sudah dipasang tanc
larangan merokok.

RS

Untuk Perda KTR RSUD in
sudah lama menerapkanny
yang bertugas mengawasi i
di bagian keamanan kare
bisa menjangkau seluruh ar|
RS.

Meski sudah di awasi taj
masih ada orang vyarn
merokok di RS ini.

Untuk Perda KTR drumah
sakit ini sudah diterapkat
sudah dijalankan  seca
intensif dan sosialisasi pur
selalu dilakukan, jika ad
pelanggar maka langsui
ditegur

Masyarakat yang ada
rumah sakit seharusny
patuh dengan hukur
serta peka dan sadar ak
sekitarnya untuk melihg
bahwa asap rokok da
mereka itu akar
memperburuk kesehata




49

pasien dan dan dirinyd
sendiri.

Informan

Penegakan Hukum

Kepatuhan Masyarakat

RA

Perda KTR sudah di terapki
karena RSUD ini termasu
Kawasan Tanpa Rokol
Untuk pengawasan biasan
Satpam yang
melaksanakannya sepe
patroli keliling RS

Masih adapelanggaran
pengunjung daf
pendamping pasie
kadang masih merokok
lingkungan RS, merek
melakukannya sembuny
sembunyi

S (Perokok di
KTR)

Sering kok ketahuan merokg
sama petugas rumah sa
saat mereka keliling patrol
tetapi tidak ada sanksuntuk
sosialisasi saya belum pern
mendapatkanrgy

saya sulit untuk berhen
merokok karena suda
candu jadi tidak bis:
dihindari untuk tidak
merokok di RSUD ini

W (Perokok
di KTR)

saya tidak perna
mendapatkan sosialisg
mengenaiperaturan ini say.
tidak adamelihat ada yan(
patroli keliling untuk
mengamankan orang yal
merokok.

Saya sudah meroko
sejak sekolahadi susal
untuk berhentinya
apdagi disaat seperti in
saya perlu merokok untu
menenangkan pikira
saya.

S (Perokok di
KTR)

disini (parkiman) tidak adg
tulisan dilarang merokok
saya juga tidak pernah dag
sosialisasi dan kena teguratr

sudah kebiasaan merok
jadi rasanya tidal
nyaman kalau tida
merokok.

10

R (Perokok di
KTR)

Untuk teguran dan sosialisg
saya belum perna
mendapatkannya

Saya merokok disin
karena pengen aja dd
tidak didekat pasien jug
dan sering kok ada yar
merokok disini.

11

P (Perokok di
KTR)

Saya tidak mendapat tegur
sad merokok dan tidak ad
sosialsasinya tentang aturg
ini.

Saya merokok disini saz
santai sm dan melihat
situasi dan kondisi jug
jlka sepi baru say
merokok

12

J (Perokok di
KTR)

Saya belum
mendapatkan
sosialisasi.

pernal
teguran at

Merokok Karena tidak
atau mengenai peratur:
tersebut.

13

JJ
(Pendamping

Pasien)

Mengenai sosigasi dan
teguran hingga saat ini s

Saya tidak perna
merokok di rumah sak
karena saya merasa ak
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saya belum melihat atay mengganggu orang yar

mendapatkannya tidak merokok.
14 INA Mengenai aturan ini say Saya bukan g@rokok mba
(Pendamping| sudah tahu dari spanduk | justru sayanerasa sangé
Pasien) dinding. terganggusaat ada yan(

merokok disini. Saysa
merasa merokok @
rumah sakit itu egois da
tidak beretika.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015 tentangKkawasanTanpa Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Ratitdtapkan agar mgaralat tetap
mendapatkan hak merelka@ang yang tidak merokok bisa menghirup udara bersih
dan segar. Begitu pula, perokok dapat merafliolempat yangeharusnya yaitu
tidak did&kat orang lain dan tidak dalam Kawasan TanplkdR. Perilaku merokok
sebenarnya tidak dilarang dalam sebuah aturan. Akan tetapi, peraturan tersebut
mengatur agar seseorang tidak merokok sembarangan, agar saat merokok tahu
tempatberetika, dan tidak mengganggu dirinya serta orang di sekitarnya.

Dalam konteks kebijakan kawasan tanpa rokedgld azz a r idépath
digunakan untuk mencegah bahayag/kabih besar akibat aktivitas merokok. Oleh
karena itu, upaya pemerintah daerah meneta kawasan tanpa rokok adalah
bentuk nyata dari penerapsadd azz a r ,iyékai lengan menutup kemungkinan
timbulnya kerusakan kesehatan melalui larangan merokok di ruang publik seperti

rumah sakit ©

1 8ywahab azZuhaili, Ushul atFigh al-Uslami,Juz Il (Beirut: Dar aFikr, 1986). 818
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Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra telah menerapkamatiiakan tetapi
belum maksimal karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya
dan juga masih banyaknya pelanggaran yang tegatdasarkan teori Lawrence
M. Friedmanyang merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang
menekankarbahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada aturan
tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum itu diterapkan dan diteigha
masyarakat. Jikaikiaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Lawrence Nfriedman bahwa berhasil atau tidaknya sebuah sistem
hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penting, diantaranya:

a. Faktor Substansi Hukum

Keberadaan PeraturaraBrah Kabupaten Kotabalomor 19 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokoknerupakan bagian dari alsa negara dam
melindungi hakhak konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat
UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehd&®asal 10 yang
mengatakan bahwaetiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam
upaya memperoleh lgkungan yang sehat ldisik, biologi, maupun sosiaBerta
Pasal 11Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan
bagi orang lainyang menjadi tanggung jawabny8ecara substansi, terdapat
beberapa tujuan dari pembentukan PeratDiaarah tetang Kawasan Tanpa rokok
yaituPasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahute?@dng

Kawasan Tanpa Rokok

I Tawrence M. FriedmariSistem Hukum Perspektif Imu Sosial (The Legal System A
Social Science Perspectjiel0.
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Eksistensi peraturakTR ini bukan hanya dilihat dari aspek kesehatan
semata. Akan tetapi, peraturan ini dipandang juga sebagai upaya negara untuk turut
menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang psapwl bagi masyarakat
dalam segala aspek kehidupBerda KTR ini juga dapalianalisis sebagai bentuk
penerapats a d d D znmeeskipud endrokok tidak secara tegas dilarang oleh teks
primer syariat, namun karena terbukti membahayakan kesehatan diri sendiri dan
orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, maka kebijakan pefaranga
merokok ditempat tertentu menjadi sah

Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di
kawasan tanpa rokok, maka sanksi yang wajib dilakukan sesuai Pasal 22 ayat 2
huruf ¢ Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor afum 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokadalah

1) Teguran lisan

2) Teguran tertulis

3) Sanksi administratif

Sanksi yang telah tkrapkan kepada para perokok yang merokok di
lingkungan RSUD Pangeran Jayamitra hanyaanksi teguran lisan. Yang mana
sanksi tersebutdak memberefek jera kepadpelanggar karena masih banyaknya
ditemukan pelanggaran yang dilakukan secara teeraggan maupun sembunyi
sembunyiSebagaimana seharusr§anksi berupa dendatéimpat terhadap setiap
orang yang merokok pada tempaing téah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa
Rokok akan dikenai sebesar Rp.200.0Q@ua ratus ribu rupiahPendaini belum

pernah diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam menindak perokok yang

e
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merokok di lingkungan rumah sakit. Jumlah sanksi berupa denda ini sudah
dijelaskan dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2015 tentang Kawas@anpa RokokPasal 25. Hal tersebut senada dengan
yang dikatakan oleh (S) Kepala Keaman&iJR® Pangeran Jaya Sunaitbahwa
sanksi denda seperti yantercantum dalam Perda tersebut belum pernah
dilaksanakan.

Dukungan terhadapenerapasanksi berupa dendasdmpaikan oleh salah
satu petugas keamanan RSUD Pangeran Jaya Sumitralbelfamanerasa dengan
menerapkan sanksi denda di lingkungan rumah sakit ini dapat memberikan efek jera
terhadap pelanggar, sehingga dapat mengefektifkan penerapan perat@ashini.
karena itu, dari segi substansi keberadaan peraturan ini sadg&umj oleh
pemerintah dan pihagihak yang bersangkutan dalam upaya penjagaan terhadap
kesehatan dan lingkungan yang bersih dan bebas dari asapAk&oketapi, pada
kenyataan penerap peraturan ini tidak sesuai dengan fakta atau data yang ada di
lapangan. Sehingga, penerapan peraturan daerah tersebut belum dapat dikatakan
efektif.

b. Faktor Struktur Hukum

Pada RraturanKTR ini semua pimpinan lembaga atau instansi yang
bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teffi&lap
agar pengimplementasian peraturan ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nombahifh 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasak32hal ini menunjukkan bahwa pimpinan

lembaga khususnya RSUD Pangeran Jaya Sumitra harus memberikan penyuluhan
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tentang bahaya merokok bagi kesehatan, menjelaskan terkait -samksi
terhadap pelanggararer& untuk efektivitas pengawas@impinan membentuk
satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya massmg.

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra belum memiliki penegak hukum
khusus seperti PKRS (ProsioKesehatan Rumah Sakit) dalam menerapka
peraturarkawasan tanpa rokok k&n tetapimenugaskan petugas keamanan dalam
tanggung jawab atas penerapan dan penegiakm peraturan ini.

Aparat keamanan atau satpam RSUD Pangeran Jaya Sumitra yang
bertanggung jawab atas peraturan ini dan melakukan pengawaskipivh, masih
banyak kekurangan persbmengingat struktur bangunan rumadki yang luas
dan memiliki banyak area atau ruangan terbuka. Sehingga, memungkinkan
terjadinya banyak pelanggaran, dikarenakan ketidakseimbangan sumber daya
manusia dengan pengung serta lingkungan yang luas dalam menjalankan
kebijakan tersebut. Seyogyanya pihak rumah sakit berkoordiaadekerjasama
dengan aparapenegak hukum lain yang berwenang dalam pemantauan dan
pengawasan kawasan tanpa rokok dan harus melakukanssssidilam upaya
pemberian informasi, pembentukan dan pengembangan unit penegak KlRum
di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra agar peratkifd® ini dapat
terimpementasi dengan efektif dansén.

Pihak RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah melakukagalekan kawasan
tanpa rokok. Akan tetapi, belum béga sesuadengan tujuamperaturan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerja sama antar aparat penegak hukum

dalam mengimplementasikan peraturan kawasan tanpa rokok ini dengan baik,
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sanksisarksi yang diberikan kepada pelanggar belum bisa memberi jera terhadap
pelanggar, RSUD Pangeran Jaya Sumitra juga belum mempunyai satuan tugas yang
fokus terhadap penegakkan, pengawasan dan pencegahan tentang kawasan tanpa
rokok dalam mengawal kawasan runsakit yang bersih dan nyaman. Sehingga,
dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa RokdRS#ID Pangeran Jaya
Sumitra belunberjalan dengan efektif. Sebagaimana yang teisdimpaikan oleh
Kabag AUK RSUD Pangeran Jaya Sumit

Penegakan hukum peraturan ini juga belum bisa dikatakan efektif karena
sarana prasana yang memadai dalam mendukungplementasi perda ini yang
belum disebar secara merataéiuruh area rumah sakiilengingat bahwa rumah
sakit ini sangat luas sehingga membuat perokok beralasan bahwa boleh merokok
jika tidak adaanda larangannya. Seperéing dikatakan olebalah satypelanggar
kawasan tanpa rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra kepadétipgengan
inisial (S) bahwa menurutnya jika tidak ada tanda larangan merokok maka boleh
merokok diarea tersebuPenelitimendapati alasan merokok tersekarena dia
merasa tidakmasalah merokok jika tidak adanda yangbertuliskanlarangan
merokok diarea terdaut

Pihak RSUDPangeran Jaya 8itra sudah melakukan sosiaksperaturan
ini secara tidak langsung kepada masyarakdindkungan rumah sakit dengan
merempelkan posteposter atau bdlio mengenai kawasan tanpa rokok meskipun
tanda larangan terselhglum tersebar secara merataetiap sisi rumah sakdan

masih ditemui beberapa masgkat yang tidak mengetahui dan memahami
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peraturan ini dan sebagian dari mereka juga sudah mengetahui akan tetapi tetap
melakukan perbuatan tersebut dengan berbagaam@lKomunikasi yang tidak
konsisten dalam sosialisasi menyebabkan peraturabeinm berjalan dengan
efektif.

c. Faktor Budaya Hukum

Penegakkan hukum pada dasarnya bersumber dari masyarakat dan untuk
masyarakat Oleh kaena ity masyarakat berpengaruh besdalam proses
penegakan hukuh®Banyaknya masyarakat yang berada di lingkungan RSUD
Pangeran Jaya Sumitra yang semadiami terus bertambah dan berganti sangat
diharapkan kesadaran dan kepatuhan akan peraturan kawasan tanpa rokok untuk
kesehatan dakenyamanan bersama, mengingat masyarakat yang benachaadh
sakit memiliki kesehatan yang rentan. Sehingga, udara yang sehat dan bersih sangat
dibutuhkan dalam pemulihan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh (E) Staf
pelayanan dan informasi RSUD ParageJaya Sumitra bahwaasyarakat yang ada
di rumah sakit seharusnya patuh dengan hukum geka dan sadar akan
sekitarnya. Seperti hal yang telah ditemukan peneliti dalam observasi yang
dilakukan di beberapa titik strategis rumah sakit, seperti arka, gaaridor rumah
sakit dan koridor ruang rawat bahwa masih ada individu yang merokoéadyang
seharusnya bebas asap rokok.

Mereka mengtakanbahwa mereka mengetahui adanya larangan merokok

di lingkungan rumah sakietapi karena sudah kebiasaan dacakduan sehingga

1 8sabian Utsmarf,DasarDasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum &
Masyarakat) (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 25.
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sulit untuk berhenti merokok. Alasan lain juga disampaikan bahwa mereka belum
pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut yang menjadikan
ketidaktahuan akaniidan sanksi jika melanggarnya.

Pelanggaran ini sering kali disabkan oleh lingkungan dan merokok yang
sudah kecanduan sehingga sulit untuk menahan diri dari kebiasaan mereka
sekalipun mereka sedang beradalidgkungan bebas asap rokok. Salah satu
penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan akan peraturan kamasan t
rokok dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggam atur
tersebut. Hal ini menunjukamahwa meskipun aturan telah ditetapkan, minimnya
kesadaran masyarakat, pengawasan dan sanksi yang diterapkan membuat sebagian
masyarakatdtap mehnggar aturan tersebut.

Salah satu indikator efektivitas suatu peraturan adalah tingkat keterlibatan
masyarakat dalam penerapannya. Hukum dapat memberikan pengaruh langsung
maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Hal ini berkaitan
dengan upaya mempengaruhi maskaramelalui sistem yang terstruktur dan
direncanakan, yang dikenal sebafgicial engineering osocial planning. Suatu
sikap, tindakan, atau perilaku hukum dianggap efektif apabila mampu mengarahkan
perilaku lain menuju tujuan yang diharapKah

Kabag ALK RSUD Pangeranlaya Sumitra juga menjelaskan bahwa

peraturan ini belum terlaksana secara efektif dikarenakan masyarakatnya yang

1 9%Sperjono SoekantdKesadaran Hukum dan Kepatuhan HuKu@dekarta: Rajawali
Pers, 1982).
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susah berubah berbeda dengan keadaan di kota besar yang mungkin cenderung mau
mengikuti dan patuh terhadap peraturan.
2. Sumber Daya Manusia terkait Penerapan Peraturan Daerah

Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa
Rokok di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam mendukung
efektivitas pelaksanaan Peraturan Daekdbupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun
2015tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Dalam konteks ini, keberadaan
dan kesiapapetugasialam pengawasan serta penerapan aturan sangat menentukan
sejauh mana Perda ini dapatijalan dengan baik di lapangan, dan di abnsakit
tersebuttidak terdapat petugas khusus yang ditugaskan secara spesifik untuk
mengawasi pelaksanaBerda KTR. Pengawasan terhadap Kawasan TaokakR
di lingkungan rumah sakit selama ini hanya dilakukan oleh petugas keamanan
secara umum, yang jugaerangkap tugagigas lain.

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah
maupun spesialisasi tugas. Para petugas keamanan mengaku bahwa mereka
mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara maksimal karena
kekuranganpersonel dan tidak adanya pembagiagatu yang fokus pada
pengawasan Kawasdmanpa Rkok. Hal ini berdampak pada masih ditemukannya
pelanggaran terhadap Perda KTR, seperti adanya pengunjunges@amping
pasien bahkan staf rumah sakding merokok darea yang seharusnya bebas dari
asap rokokMinimnya personel khusus juga tidak diimbangi dengan pelatihan atau
pembekalan secara khusus mengenai isi Perda KTR dan tata cara penegakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia belum menjzatiqe
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utama dalam implementasi Perda KTR, khususnya di lingkungan rumah sakit yang
sehausnya menjadi contoh penerapan Kawasan TaogalR

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam
aspek sumber daya manusia menjadi salah fe&tor penghambat efektivitas
pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu, ke depan diperlukan
penambahan dan penguatan SDM yang bertugas secara khusus dalam pengawasan
KTR, termasuk melalui pelatihan serta penyusunan mekanisme kerja yang lebih
terardn.

3. Upaya Agar Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokokli RSUD Pangeran Jaya Sumitra
dapat Bejalan Efektif

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efédsikebijakan adalah
tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dari hasil penelitian
yang telah peneliti lakukan bah masih terdapat kelompok maskat yang
belum sepenuhnya memahami isi dan koneekuhukum dari peraturan daerah
tersdut. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi menjadi langkah fundamental
dalam meningkatkan kepatuharasyarakat terhadap aturan ini

Upaya sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan penyebarluasan
informasi secara visual dan digital, seperti pemagsapgater atau tanda larangan
merokok beserta hukumnya. Selain itu, penggunaan layar digital atau rekaman
suara otomatis yang mengingatkan pengunjung mengenai Perda KTR juga menjadi
metode yang efektif. Serta penyuluhan melalui berbagai platform komunikasi

sepertimedia sosial ataupun Wwsite resmi Rumah Sakit dan kampanye kesehatan
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secara langsung kepada pasien, pengunjung, dan tenaga medis menggaai baha
rokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan.

Dengan adanya upaya edukasi yang lebih intensif sigtematis,
diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan dari peraturan ini serta
memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Penguatan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Secara
Konsisten

Penegakan hukum yang efektibrupakan faktor kunci dalam memaatik
kepatuhan masyarakat terhadamtu regulasi. Berdasarkan haiservasi yang
dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan
minimnya sanksi menjadi salah satu penyebab utama masih adgagggaran
terhadap peraturan ini. Perlu adanya peningkatan intensitas patroli dan pengawasan
di area rumah sakit yang rawan terjadi pelanggaran, seperti area parkir, dan koridor
ruang rawat inap.

Upaya efektivitas penerapan peraturan ini dengan meneragkaksi
administratif berupa denda bagi pelanggar dapat diberlakukan sebagai bentuk
penegakan hukum yang tegas jika teguran tidak diindahkan. Pihak rumah sakit
dapat menyediakan nomor pengaduan khusus atau sistem pelaporan online yang
memungkinkan masyatat melaporkan individu yang melanggar peraturan.
Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, masyarakat akan merasa lebih memiliki
peran dalam menjaga keberlangsungan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Pembentukan Tim Khusus KTR di RSUD Pangeran Jaya Sumitra

Penbentukan Tim Khusus untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

merupakan suatu keharusan. Tim ini berperan dalam melakukan pengawasan serta
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menangani pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tim juga berfungsi
untuk secara berkelanjutan mensasedikan pentingnya peraturan ini kepada
masyarakat.

Melalui tim ini, setiap pelanggar dapat dikenakan sanksi atau tindakan tegas
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu, tim juga berperan dalam
mengumpulkan data terkait tingkat efektivitasn@@pan peraturan daerah
mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian, pelaksanaan peraturan
tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien

d. Evaluasi dan Monitoring Secara Berkala

Implementasi peraturan daerkwasan tanpa rokok ini dapat berjalan
optimal dalam jangka panjang. Maka, diperlukan mekanisme evaluasi yang
dilakukan secara berkala, seperti survei tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan
masyarakat dan efektivitas kebijakan, rapat koordinasi beak#daa pihak rumah
sakit dengan instansi terkait untuk meninjau kendala dan menentukan strategi

perbaikan.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uramyang tela dijelaskan ol peneliti pad bab sebelumnya
menghasilkarsimpulansebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokoli RSUD Pangeran Jaya Sumitbelum dapat
dikatakan efektif, terlihat dari masih sering didapati perokok yang merokok
di lingkungan RSUD Pangeralaya Sumitra. Hal lain juga ldiktikan
dengan kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan peraturan ini
yang mengakibatkan minimnypengawasanyang dilakukan penegak
hukum terhadap masyarakat dan daspek substansi hukuperaturan
daerah ini sudah cuk kuat dalam mengatur kawasan tanpa rokok. Dari
aspek struktur hukumperan aparat penegak hukum dan pihak rumah sakit
masih perlu ditingkatkan karena kurangnya pengawasan yang ketat serta
minimnya penerapan sanksi. Daspek budaya hukurkesadaran dan
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini masih tergolong rendah. Hal
ini dipengaruhi oleh faktor kebiaan, pemahaman yang kurang merage
dampak merokok dingkungan rumah sakit serta sikap permisif terhadap
pelanggaran.

2. Untuk meningkatkan efektivitasePaturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangerdaya Sumitra, diperlukan

langkahlangkah strategis yang mencakugertama, Peningkatan
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sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya
kawasan tanpa rokokkKedua, Penguatan penegakan hukum dengan
penerapan sanksi yang tegas dan konsidfetiga, Pembentukan tim
khusus KTR untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap
pelanggaranKeempat,Evaluasi dan Monitoring berkala untuk mengukur

efektivitas kebijakan damemperbaiki kendala yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 di RSUD Pangeran Jaya Sumitra,
terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan
implementai peraturan ini berjalan ldboptimal dan efektifsebagai beékut:

1. Bagi RSUD Pangeran Jaya Sumitra sebagai institusi yang menjadi objek
penelitian diharapkanPertama,dapat meningkatkan sistem pengawasan
dan penegakan hukum dengan menambah jumlahgseyagg bertanggung
jawab dalam memastikan tidak ada pelanggaran di area rumalKeakig,
memasang rambrambu larangan merokok yang lebih jelas dan mudah
terlihat terutama diarea yang sering terjadi pelanggaraketiga,
membangun mekanisme pelaporateinal yang memungkinkan pasien,
pengunjung, maupun tenaga medis dapat melaporkan pelanggaran secara
anonim.

2. Bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan yang juga memiliki
peran penting dalam keberhasilan peraturan ini. Oleh karena itu, masyarakat

diharapkan:Pertama, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya
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lingkungan bebas asap rokok khususnyarda rumah sakiKedua turut
berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan dengan melaporkan
pelanggaran ke pihak rumah sakietiga,mengubah kebiaaa dan budaya
hukum dengan memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini
merupakan bagian dari keghdianterhadap kesehatan bersama.

. Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan penelitian ini masih memiliki
keterbatasan, sehingga diperlukan penelitian lanjuntuk memperdalam
analisis meng®ai Efektivitas Peraturan Daertgntang KTR iniPertama,
melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur
tingkat kepatuhan masyarakat secara lebih sisterfa&titia,menganalisis
efektivitas penerapasanksi secara lebimendalam guna menentukan
apakahsanksi yang ada saat ini sudah cukup memberikan efek jera bagi

pelanggar.
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BUPATI KOTABARU
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

1%

2;

NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,
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jo. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 278,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5380);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011

tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

(Lembaran Daerah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);

S
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perli dan F Li Hidup
(Lemt Negara ik ia Tahun 2009 Nomor
140, Tambah Negara i i

Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, T: Negara
Nomor 5062);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia ’l’ahun

2009 Nomor 144, T: Negara
Indonesia Nomor 5063);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ll b Negara Tahun 1983 Nomor
fiox I Negara blik
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republxk Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Negara Inde ia Nomor 3853);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

5. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR,
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang

untuk ki kok atau k memproduksi,
menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan
produk tembakau.

6. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang

dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk
lainnya terl yang dihasilkan dari
nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya
atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan
tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. adalah k
rokok.

8. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok
vang menyala atau dari produk tembakau lain yang
biasanya dengan kombinasi asap rokok yang
dihembuskan oleh perokok.

dan/atau



9. Perokok aktif adalah orang yang merupakan perokok
dan memiliki ketergantungan untuk selalu menghisap
rokok dalam kesehariannya.

10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh
orang perokok.

11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/bilik
yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok
yang berada di dalam KTR.

12. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang
ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh suatu dinding
dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan
dan struktur permanen atau sementara.

13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat

dan/a!au tempat yang digunakan untuk

akan upaya kesel baik

promotif, preventif, kurauf maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

14.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang
belajar, mengajar,

ntuk
pendidikan dan/atau pelatihan.

15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun
terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-
anak

16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup
yang memiliki ciri-ciri  tertentu yang khusus
dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk
masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk
tempat ibadah keluarga.

17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
yang dapat bcrupa kend.araan darat, air, dan udara

dengan ¥ yang merupakan ruang
tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum,
angkutan kota dan sejenisnya.

18. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak
bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang
sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat
sumber bahaya termasuk k pabrik, perk

19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh
pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang
tertutup yang digunakan untuk usaha/kegiatan bagi
masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah
Daerah dan/atau Swasta.

20. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka
yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat.

21. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya
tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok
dapat langsung keluar di udara bebas.

2!

5

. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk i terhadap

Peraturan Daerah.

BAB I
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2
Penetapan KTR berazaskan :
5 kualitas
. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
. kemanfaatan umum;

a.
b.

c

d. hak azasi manusia;
e. kesehatan lingkungan;
f. kawasan sehat; dan

&

. kabupaten/kota sehat.

Pasal 3
Tujuan Penempatan KTR, untuk :

a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya
paparan asap rokok orang lain;

[-£

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan
sehat bagi masyarakat;

c. it i secara umum dari
dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak

ruang rapat, ruang sidang/ dan ya.

=

e

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas
dari asap rokok;

e

memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain; dan

E i kan dan
hidup sehat.

Pasal 4
Prinsip Penetapan KTR adalah:
a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok;

b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja
tertutup; dan

c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan
merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau
membiarkan orang merokok di KTR adalah
bertentangan dengan hukum.

BAB 11
HAK DAN KEWJIBAN

Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara
yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas mformasn dan
dan

-8-

(3) Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung
Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam
gedung dan penyediaan rokok, menjual mengiklankan
atau mempromosikan rokok;

-4

. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di
KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan

c. tand: da dilarang di semua
pintu  masuk utama dan tempat-tempat yang
dipandang perlu dan mudah dibaca.

KAWASAB?TAN\F”A ROKOK
Pasal 8

(1) Bupati menetapkan KTR di wilayah pemerintahannya.
(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja;

g. tempat-tempat umum; dan

h. tempat lainnya yang dxterapkan.

edukasi yang benar mengenai rokok atau
bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6
Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan
sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang
dinyatakan KTR.

Bagian Kedua.
Lembaga
Pasal 7
(1) Pemilik, Pemimpin dan Penanggung Jawab tempat atau
ruangan yang ditetapkan sebagai KTR wajib bertanggung
Jjawab atas pelaksanaan KTR.
(2) Pemilik, Pimpi dan P Jawab
dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan
internal atas ter KTR.

(3) Tempat-tempat umum pada ayat
(2) huruf g, adalah pengmapan/losmen/holel terminal
(darat, laut dan udara), cafe/rumah makan, salon
kecantikan, gedung olah raga, dan gedung
pertemuan/tempat rapat.

(4) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(I)K‘I‘R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
, huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilarang
meny:d:akan tempat khusus untuk merokok dan
merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga
batas terluar lingkungan KTR.

(2) Dalam hal tempat bermain anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf ¢ merupakan lokasi terbuka maka
batas terluar lingkungan KTRnya berjarak 50M dari
lokasi.
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Pasal 10

(1) Dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus
untuk merokok.

(2) Tempat yang dapat diperuntukkan untuk tempat khusus
merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

74
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BABV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap orang yang berada pada KTR dilarang melakukan

a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan kegiatan :
udara luar;
” a. merokok;
b. bangunan khusus untuk tempat merokok yang dibuat .
dengan kriteria minimal, berupa : b. memproduksi atau membuat rokok;
1. dinding bangunan sebagian atau seluruhnya c. menjual rokok;
berupa kaca transparan; d I Kkan ikl —
. menyele al ; das
2. pintu ruang/bilik harus selalu dalam keadaan ICRYCCNEEATS K 1CAn TORRIGICan
tertutup; e. mempromosikan rokok.

w

. memiliki pengisap udara keluar bangunan yang
dialirkan ke udara luar terbuka;

»

. dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi
kesehatan; dan

5. k dan

dalam pot pada ruang bangunan.

(3) Kantin atau  cafetaria  dalam KTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g dan huruf h
dspat + :

pada ayat (2) huruf b secara terpisah dari tempat makan

dan minum pengunjung tidak merokok atau berada

diluar bangunan tertutup kantin atau cafetaria.

(1)

hijau

2

Pasal 11
(1) Setiap atau jawab tempat: ipat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib
menerapkan KTR. a.
(2) F KTR seb: pada ayat (1) b.
il dengan tanda

dan/atau pemberitahuan dalam bentuk tulisan kecuali
tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
diberikan keterangan tempat untuk merokok.
(3) Tanda atau tulisan I dapat diadak

oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan untuk
i k da  pimpi atau j L
tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

dilaksanakan penerapannya.

Pasal 15

Pemilik, Pemimpin dan Penanggung Jawab
usaha/kegiatan berkewajiban :

tempat

a. melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;

b. memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan
larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan
sebagai KTR;

menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan
terhadap tenaga kerjanya yang terbukti melakukan
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12; dan

C.

d. menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja yang
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 12.

BAB VI
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN
LARANGAN MEROKOK
Pasal 16

(1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang
dipasang di Kawasan Tanpa Merokok harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a. ukuran proporsional dengan warna kontras, sehingga
mudah terlihat dan dibaca;
b. materi paling sedikit terdiri atas :
1. tulisan "DILARANG MEROKOK"
SMOKING” ; dan

gambar/ simbol rokok menyala dicoret di dalam
lingkaran berwarna merah.

atau "NO

2.

(2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada
tempat yang strategis dan mudah dilihat/dibaca.

(3) Jumlah dan ukuran tanda/petunjuk/peringatan
larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan tempat dan luas ruangannya.

. menegur/memperingatkan tamu di tempat kerja
G 1 aicts

Pasal 13

Kegiatan menjual, dan p ik
produk tembakau hanya diperkenankan dilingkungan
KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan
huruf h.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh
Pimpinan atau Penanggungjawab tempat.

Pasal 14

Kepala SKPD berkewajiban :
. melaksanakan KTR di lingkungan kerja masing-masing;
. memasang tulisan KTR dan tanda/petunjuk/peringatan

larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan
sebagai KTR;

. menegur, memberi peringatan dan mengambil tindakan

terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana diatur dalam Pasal 12; dan

yang
terbukti diatur

dalam Pasal 12.

% 32
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
(1) M memiliki k untuk berperan serta
dalam terwujudnya KTR.

(2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur KTR di
lingk tempat ti 1 masing- i
Pasal 18

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :
a. perorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum;

d. badan usaha;

e. lembaga; dan

&

organisasi.

Pasal 19
Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari
paparan asap rokok orang lain;

b. ikut memfasilitasi dan membantu Instansi yang
berwenang  atau pengawas dalam  mengawasi
terlaksananya KTR;

c. keikutsertaan dalam penyebarluasan informasi kepada
masyarakat mengenai KTR;

d. kan atau perokok untuk tidak
merokok di KTR; dan

e. memberitahu/melaporkan kepada pengelola/

penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.

Pasal 20

Pemerintah Daerah ber jawab
informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat
dalam terwujudnya KTR.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan dalam

rangka mewujudkan KTR di Daerah.

Pasal 22

(1) F i bagaimana
dilaksanakan oleh :

a. kepala SKPD;

b. pemilik, pemimpin dan penanggung jawab tempat
usaha/kegiatan:

1d dalam Pasal 21

c. tim ang dengan P
kepala SKPD dan permhk/ pemimpin/penanggung
jawab tempat usaha/kegiatan.

sS4

g. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-
maupun inter ional dalam upaya
dari asap rokok.

Pasal 23

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk lak k tuga: b
dimaksud pada Pasal 21 Bupatl dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada Tim Pengawas KTR Kabupaten.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal
menyertakan 3 (Tiga) orang anggota tenaga ahli yang
bersertifikat PPNS Daerah atau Pengawas Lingkungan
Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan
hasil pengawasan kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan
sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

@) bemb b dimaksud pada ayat (1), (5)Untuk efektivitas bagai dimaksud
berupa: pada ayat (1), Kepala SKPD dan
a. bimbingan dan/atau penyuluhan tentang bahaya Pemilik/Pemimpin/Penanggung Jawab tempat
merokok bagi kesehatan; usaha/ kegiatan membcntuk saman tugas pengawasan di

b. memberikan penghargaan kepada Pegawal atau 1 kerjanya =
Tenaga Kerja/ Karyawan yang dapat ik (6) Pe p i k untuk masuk ke KTR
i atau KTR; selama jam Kkerja atau sesuai keperluan untuk
c. dalam hal terjadi 1 q 1 m i i atau supervisi pelaksanaan

larangan merokok di KTR, wajib melakukan :
1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; dan

3. sanksi administratif.

o

. koordinasi dengan semua instansi, elemen organisasi
masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh-tokoh agama;

e. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa
masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok
dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Asap
Rokok dan KTR;

f. men ij ij yang terkait
dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap
rokok; dan

R -3
Pasal 25

(1) Setiap orang yang merokok pada tempat yang telah
ditetapkan sebagai KTR dikenai sanksi berupa denda
ditempat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah).

(2) Penj: 1 denda kartu denda yang
diterbitkan oleh SKPD yang menangani urusan
kesehatan.

(3) Uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan daerah yang diperuntukkan
bagi program kegiatan Pemerintah Daerah untuk
penanggulangan bahaya merokok di daerah dan
penerimaannya wajib disetorkan ke kas daerah oleh
Bendahara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
dan pengawas untuk melakukan penyldxkan dan

Peraturan Daerah ini.

BAB IX
SANKSI
Pasal 24
(1) Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi
d dalam Pasal 7 ayat (1)
dan (2), serta Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagai dimalk
(1) dapat berupa :

d pada ayat

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis sampai dengan tiga kali; atau
b. pencabutan izin untuk suatu badan usaha/kegiatan.

6%

mendatangkan orang ahli dalam hubungannya
dengan pemeriksa perkara;

@

P

mengadakan  penghentian  penyidikan  setelah
mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan
hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya; dan

. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
(1) Setxap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

pengawasan tindak pidana 3
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang
adanya pelanggaran di KTR;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh  berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret
tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

ksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf e
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengenaan sanksi KTR berdasarkan ketentuan Pasal 24,
Pasal 25 dan Pasal 27 mulai dilaksanakan 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (153/2015)

2.

Bahwa sesuai Pasal 52 P intah Nomor 109
un 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
upa Produk Bagi Daerah wajib

retapkan Kawasan Tanpa Rokok di wﬂayahn)m dengan Peraturan
wrah.

Berdasarkan paparan dnalas Pemerintah Kabupaten Kotabaru
gan pada aturan yang ada dimana
1binaan kawasan (anpa rokok di kabupaten/kota merupakan

Pemeri yakni Bupati maka berdasarkan
venang yang ada Pemerintah Kabupaten/Kata perlu  membentuk
aturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai implementasi
intah peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

al 1
Cukup jelas.

al2
huruf a

kual.itas ia, berarti bahwa
t ta untuk i

Sye
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
L UMUM
Pembangunan kcschulan scbagai salah satu upaya pembangunan
nasional dan
kemampuan untuk ludup sehat bag: setiap penduduk, agar dapat

derajat yang Untuk
mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- unmnya bagi masyarakat
tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu
upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal
113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk
Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk
Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena
sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari
4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan
Tar yang bersifat karsinogenik. Dampak ecgative penggunaan tembakau
pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan
penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan
serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan
gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri
maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif)
mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner
dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Gencarnya iklan,
promosi, dan sponsor Rokok berdampak pada semakin meningkatnya
prevalensi merokok pada ke k. Berbagai
bahwa iklan, promosi, dan sponsor Rokok menimbulkan keinginan anak-
anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus
merokok dan mendorong anak—anak yang lelsh berhenti merokok untuk
kembali merokok. ikla diatur dalam
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan belum optimal untuk mencegah meningkatnya perokok pemula
dan mengingat bahwa Produk Tembakau telah dinyatakan sebagai Zat
Adiktif berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka

i perlu terhadap iklan, promosi, dan

Produk terhadap bahaya paparan

sap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko

to kena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih

besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok

pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit
jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemilik, pemimpin dan penanggung
jawab adalah Kepala SKPD diﬁn&kungan Pemerintah
Kotabaru dan pe ager suatu
tempat usaha/kegiatan.

Avat (2)
Yang dimaksud dengan pengawasan internal adalah
pengawasan yang dilakukan oleh pemilik, pemimpin dan

derajat kualitas st tan warga masyarakat.

Huruf b
dan li berarti
bahwa harus secara
seimbang antara kepentingan individu dan kelestarian
lingkungan.
Huruf ¢

kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga egara.

Hurufd
hak azasi i berarti
penyelenggaraan KTR haruslah berdasarkan pada hak azasi
dari sisi  egara, perokok aktif, perokok pasif, maupun
masyarakat pada umumnya.

Huruf e
it berarti ruang dan
lingkungan yang bersih dan sehat.
Huruf f
sehat, berarti KTR dituj: untuk

kepentingan menjaga ruangan dan/atau area yang
dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual,
i dan i rokok.

Huruf g
kabupaten/kota sehat, berarti menciptakan kabupaten/kota
yang bersih dan sehat.

jawab diwilayah kerjanya.

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Tempat-tempat Umum adalah tempat
berkumpulnya orang yang lebih dari tiga orang atau orang
banyak disuatu tempat.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

76



Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan strategis, mudah dilihat atau dibaca
adalah selain di tempat Kawasan Tanpa Rokok juga pada
Tempat Khusus Merokok.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBATIAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10

Pasal 22
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tim Pembina adalah PNS di lingkup
SKPD masing-masing dan tenaga kerja/karyawan swasta yang
iberil dalam i di wilayah
kerjanya, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas/Kepala Badan atau Pimpinan suatu usaha/kegiatan
swasta.
ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok
Kabupaten adalah suatu tim yang diberi wewenang melakukan
pengawasan kepada ketaatan terhadap ketentuan dalam
peraturan daerah ini, yang di dengan Surat Ki
Bupati.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Membentuk satuan tugas pengawasan baik dilingkungan
Instansi  Pemerintahan maupun di  tempat suatu
usaha/kegiatan swasta, yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan oleh Kepala Instansi Pemerintahan atau
pemilik/pemimpin/penanggung jawab suatu usaha/kegiatan

swasta.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
ayat (1)
sanksi denda sesuai dengan ketentuan angka 66 Lampiran II
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan bahwa sanksi administratif
dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran,
pemb i denda administratif
atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa,
antara lain ganti kerugian.
ayat (2)

Cukup jelas.
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Lampiran Il : Pedoman Wawancara

8.

0.

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA
Nama
Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir:
Jabatan
Apakah RSUD Pangeran Jaya Sumitra sudah menerapkan Perda KTR ini?
Sejauh mana Anda mengetahui isi dan tujuan Perda KTR di daerah ini?
Apa langkaHangkah yang telah dilakukan pihak Rumah Sakit dalam
menerapkan perda ini?
Bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda KTR?
Apakah di Rumah Sakit ini memiliki satuan tugas khusus dalam
pengawasannya?
Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelanggar KTR?
Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perda tersebuitaJipa saja?
Bagaimangendapatnasyarakat terhadap Perda ini?

Menurut Anda, apakah perda ini sudah berjalan efektif? Mengapa?

10. Apa harapan Anda terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini?
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PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

Nama
Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir:
Jabatan

1. Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

2. Darn mana Anda mengetahui informasi tersebut?

3. Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Peraturan ini?

4. Apakah Anda mematuhi larangan merokok di tentpatpat umum?

5. Bagaimana pandangan Anda terhadap larangan merokok di kawasan
tertentu?

6. Apakah Andapernah melihat atau mengalami penegakan hukum terkait
pelanggaran perda ini?

7. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaaddini kelepannya?



Lampiran Il : Dokumentasi

Wawancara bersama Kabag AUIStaf Manajemen dan Staf Umpeg

Wawancara bersama Staf Informasi dan Pelayanan
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Wawancara bersama Kepakieamanan/Satpam

- v
s,
- A
J i
. ~ 31 |

81



Wawancara bersama Pendamping Pasignisian N A)

Wawancara bersama Pendamping Pasignisial J J)

-

=8
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Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial P dan R)

Wawancara bersam®&erokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial S dan S)
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Wawancara bersama Perokok dlingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial W)

v

“

[
Al

Wawancara bersama Perokok di lingkungan RSUD Pangeran Jaya Sumitra
(Inisial J)




Lampiran IV : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 633 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

mahasiswa.

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Perpres Rl No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Dwi Arini Zubaidah, MH dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : AULIYA NUUR SYAHDINAH

NIM : 210102030059

Program Studi  : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Pangeran Jaya
Sumitra)

: Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari

Banjarmasin Tahun 2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan

divjikan.

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana i d k

24

g bila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

p

: Banjarmasin
: 14 Juni 2024

gfia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 28
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Lampiran V : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
mahasiswa.

Mengingat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1

2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Antasari Banjarmasin;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang
Pedoman Karya limiah;

7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

o0

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai
Penguiji | dan Penguiji Il pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : AULIYA NUUR SYAHDINAH
NIM : 210102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR
18 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI
RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA)
Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 10.30-11.30
Tempat : Ruang Munagasyah |
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

: Banjarmasin
: 27 Mei 2024

Kd Map: 28 U Amelia Rahmaniah, MH.



Lampiran VI : Surat Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 29 Mei 2024 pukul 19.%o...._. s.d. J1. 9. .. bertempat di Ruang Munagasyah
I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama AULIYA NUUR SYAHDINAH

NIM : 210102030059

Tempat, Tgl. Lahii: Kotabaru, 5 Mei 2002

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul . "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR
19 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI

RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA)"
Dengan susunan tim penguiji sebagai berikut
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH (Penguji 1)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk (Penguji 1)
Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan®
1. Diterima
2. Diterima dengan perbaikan
3. Diterima dengan perubahan judul menjadi

| |4 Ditolak dan disarankan

No Nama Penguji Sebagai Tanda Tangan
1.|Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. Penguiji | % v
2.|Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk Penguji Il (/ /

Kode Map: 28
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Lampiran VIl : Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
VLN Telepon (0511) 3265783
A Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B- 151 /Un.14/I1l.2/TL.00/01/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal  : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra
Kabupaten Kotabaru

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama - AULIYA NUUR SYAHDINAH
NIM : 210102030059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIl (Tujuh)
Alamat : Ds. Semayap RT.9 RW.4 Kec. Pulau Laut Utara Kab.

Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 13 Januari - 13 Februari 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Pangeran Jaya
Sumitra)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / |bu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alclq:ﬁm [ cbib Baik, [ ebib Baik Aleéqll.ml
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Lampiran VIII : Surat Persetujuan Riset

RSUD PANGERAN JAYA SUMITRA

[><J1 Brigiend.H.Hasan Basri No.57 Pulau Laut Utara Kotabaru - Kalimantan Selatan Kode Pos 72117
‘TolpIFu (0518) 21118-22945 Website :rsud.kotabarukab.go.id, Email : ki h000.CO. i

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU @
>4

SURAT IZIN
Nomor : 800/ 0}7 IRSUD PJS/2025

Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri
Antasari  Banjarmasin  tanggal 10 Januari 2025 Nomor: B-
151/Un.14/111.2/TL.00/01/2025 Perihal : Permohonan Izin Riset

MEMBERIKAN IZIN:
Kepada
Tempat Waktu W
No N /N
ama/NIM Pengambilan Data Pelaksanaan .

1. | Auliya Nuur Syadinah RSUD Pangeran 13 Januari s/d 13 | Efektivitas  Peraturan
210102030059 Jaya Sumitra Februari 2025 | Daerah Kabupaten
Kabupaten Kotabaru Kotabaru Nomor 19

Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok
(Studi Kasus di RSUD
Pangeran Jaya
Sumitra)

Dengan Ketentuan:
1. Mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kabupaten Kotabaru.

2. Melapor kepada Direktur Up.Kepala Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan setelah selesai
praktik.
3. Wajib persentasi hasil penelitian dihadapan Manajemen.

Kotabaru, {0 Januari 2025
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Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif

(

UIN

ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKUIL.TAS SYARTAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 5265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www fs uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 99¢  /Un.14/1ll.2/PP.00.9/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenamya bahwa:"

Nama Auliya Nuur Syahdinah
NIM - 210102030059
Jurusan - HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Februari 2025
Waktu - 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munagasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Ketua/Anggota @ Nahdia Nazmi, M.H
Anggota - Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota . Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,2 dan dinyatakan Lulus.

A e “Banjarmasin, 21 April 2025
p :;,*%‘\‘eRIAN Acy

W& SAMistyoko, S.Sos, M.H.
719790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip



Lampiran X : Kelulusan BTA

v

¢

& D

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 420/ Un.14/111.2/PP.00.9/02/2025
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

AULIYA NUUR SYAHDINAH

NIM : 210102030059
Kelahiran Kotabaru, 5 Mei 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Februari 2025
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Lampiran Xl : Kelulusan LKK

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat  JL A Yani Km 4.5 LL Il Gedung Kukah Fakultas Syanah UIN Antasar Banarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030059/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

AULIYA NUUR SYAHDINAH
Tempat dan Tanggal Lahir :

KOTABARU, 05/05/2002
Telah Lulus Pelatihan A mputer

PROGRAM NILAL PREDIKAT
Microsoft Office Word 9% Amat Baik

Nicrosoft Office Excel 85 Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint |~ 85 | AmatBaik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023
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Lampiran XIl : Serti fi kat Kedamidhusan MabdéHad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN
UPT. MA’HAD AL-JAMI'AH
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 32
U lN e-mail: info@uin-antasariacid website: www uin.antasari ac id

SERTIFIKAT MA’HAD AL-JAMI’AH

No. B-75/Un.14/V14/ PP.00.9/06/2022

Kepala UPT. Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin dengan
ini menerangkan bahwa:

Nama : Auliya Nuur Syahdinah
NIM : 210102030059
: Syariah
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap V Tahun
Akademik 2021/2022 (17 Mei - 16 Juni 2022) di Asrama Ma’had al-Jami’ah

UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta
dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Juni 2022

@ HPT. Ma'had al-Jami’ah
ri Banjarmasin,

Nilai :
No | Kategori Evaluasi
1 | Kognitif 84,72
2 | Afektif 85
3 | Skill Ibadah 84
Rata-rata 84,57

Keterangan Nilai.
90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna
mmzwm
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: Sertifikat TOEFL

Lampiran XIllI

NOAHU-0010803.AH 01.01. Tahun 2020
no more theories, let's practice

Issued by Englishvit and licensed by ﬂuom“h

PT.WIYATA INSAN BESTARI H

Notnris : Fatir Tashin Syafiq. SH., MKn m: —m This test is designed based on the ITP
NO 07 Marot 2020 TOEFL standard

EV/TO6/02/2025/005310944

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Auliya Nuur Syahdinah

Place / Date of Birth ! Kotabaru, 05 Mei 2002
Address ©Jalan Selokayang, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Date of Test . 3February 2025

Has successfully finished an online TOEFL test and achieved the following scores:

Listening 46/63
Structure & Written Expression 31/55 Py
Reading , 35/52
Total Score . 567
Scan Here aniggeng Aprianto
The certificate is valid for 2 (two) years counted from the issued date. English Learmning Development
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS), this certificate officer of Englishvit

is not endorsed or approved by ETS.



Lampiran XIV : Nilai SKK

Nama

NIM

Jurusan
Semester
Tahun Akademik

: 210102030059

: Hukum Tata Negara
: VHII (Delapan)
: 2024/2025

NILAI EKSTRA KULIKULER

: Auliya Nuur Syahdinah
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NO

ASPEK KEGIATAN

JUMLAH
KEGIATAN

NILAI
KUMULATIF

KETERANGAN

Aspek Keagamaan dan
Kebangsaan

6

38

Ma’had Al-Jami’ah
UIN Antasari
Banjarmasin (25)
Sertifikat Tes
Keterampilan
Keagamaan Oleh
LP2M UIN Antasari
2024 (2)

Sertifikat Kajian
Figih Wanita oleh
LPPI Annisa UIN
Antasari
Banjarmasin (2)
Sertifikat Webinar
Keagamaan
Nasional: Lembaran
Hijrah diawal Tahun
Hijriyah (3)
Sertifikat Webinar
Nasional: Be A
Better Muslimah
Every day olch
LPPI Annisa UIN
Antasari
Banjarmasin (3)
Sertifikat Kajian
Muslimah: Rahasia
dibalik Puasa
Arafah oleh LPPI
Annisa UIN
Antasani
Banjarmasin (3)

™3 T Aopek KeparabnpTnan,

Pengabdian, dan
Loyahas terhadap
Almamater, Agama,

s

21

99

Peserta PBAK UIN
Antasar
Banjarmasin 2021
2)

Peserta PBAK




Bangsa, dan Negara

JUSTITIA Fakultas
Syariah oleh Dema
Fasya 2021 (1)

. Pengabdian Kuliah

Kerja Nyata UIN
Antasari
Banjarmasin di
Balangan (4)

. Sertifikat Pelatihan

Karya Tulis Iimiah
Mahasiswa UIN
Antasari
Banjarmasin 2023

(2)

. Sertifikat Webinar

PPKM Welcome to
Univercity! Dunia
Baru dan Langkah
Yang Lebih Maju
Oleh FOSMA UIN
Antasari
Banjarmasin 2021
(2)

. Peserta Bedah Buku

Lalu Tenggelam Di
Ujung Matamu Oleh
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 2024
(3)

. Peserta

Berdialektika Vol. 2
Polemik Pidana
Mati; Dilema
Penegakan Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Oleh
PLEADS Padjajaran
Law Reserch dan
Debate Society
2022 (3)

. Peserta Mata

Konstitusi
Mengkritik Gerakan
Mahasiswa Save
KPK dan Tindakan
Refresif Aparat
Kepolisian
Kalimantan Selatan
Oleh HMJ Hukum
Tata Negara UIN
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